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MOTTO 
 
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberiku 
kekuatan (Filipi 4:13) 
 
“Memento mori”, bisik raja. “Ingatlah kematian bahkan bagi mereka 
yang memegang kekuasaan besar pun, hidup itu singkat. Hanya ada 
satu cara untuk menang dari kematian, yaitu dengan membuat hidup 
kita menjadi mahakarya. Kita harus meraih setiap kesempatan untuk 
menunjukkan kebaikan dan mencintai sepenuhnya. Kulihat di matamu 
bahwa kau mewarisi jiwa murah hati ibumu, nuranimu akan menjadi 
pemandumu. Ketika kehidupan berubah kelam, biarlah hatimu 
menunjukkan jalan.” (Origin-Dan Brown) 
 
The lesson I want you to learn is that is doesn’t matter what you look 
like. You could be tall or short, or fat or thin, or ugly, or handsome like 
your father or you can be black, yellow, or white, it does not matter. 
What matters is size of your heart, and the strenght of your character. 
(Herman Munster) 
 
We are not human beings on spiritual journey. We are spiritual beings 
on human journey. (Stephen R. Covey) 
 
Mukidi (Muka Kita Sendiri) (Anonymous) 
 
Dengarkan Badanmu, Ikuti kata Jiwamu (Ign. Indra S) 
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ABSTRAK 
Ign. Indra S, E0012192, 2019. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 TERKAIT HAK 
KONSTITUSIONAL PENCALONAN KEPALA DAERAH MANTAN 
NARAPIDANA 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui argumentasi hukum Hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala 
daerah mantan narapidana serta mengkaji akibat dari Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. 
Jenis penelitian hukum adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
penelitian perspektif dan terapan guna mengkaji norma-norma hukum yang 
terkandung dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait 
pencalonan kepala daerah yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016. Penelitian hukum ini menggunakan menggunakan pendekatan undang-
undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data adalah data 
primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan metode silogisme deduktif.  
Penelitian hukum ini mengerucut pada 2 simpulan yaitu: Pertama, Argumentasi 
hukum yang dikeluarkan oleh hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu 
bahwa Mahkamah berpendapat bahwa terhadap norma yang memuat pembatasan 
serupa, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam putusan-putusan 
sebelumnya yakni pada Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 
4/PUU-VII/2009 , dan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Mahkamah 
Konstitusi berpendapat bahwa terhadap Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berkaitan 
dengan syarat untuk menjadi calon gubernur, khususnya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Kedua berdasarkan hasil penelitian 
yang penulis lakukan, diketahui bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait pencalonan kepala daerah mantan terpidana 
dapat mencederai demokrasi masyarakat lokal karena tidak mampu menggeser 
calon-calon yang berpotensi melakukan kejahatan serta melakukan pelanggaran 
hukum dalam kompetisi pilkada. 
 
Kata Kunci : Calon Kepala Daerah, Mantan Terpidana, dan Hak Konstitusional 
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ABSTRACT 
Ign. Indra S, E0012192, 2019. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 TERKAIT HAK 
KONSTITUSIONAL PENCALONAN KEPALA DAERAH MANTAN 
NARAPIDANA 
 
This research aims to determine the legal arguments of the Constitutional 
Court Judges in Decision Number 71/PUU-XIV/2016 concerning the nomination 
of the regional head of a former prisoner (convicted person) and review the 
consequences of the Constitutional Court Decision on the holding of democratic 
elections.   
This type of legal research is a type of normative legal research that has the 
perspective and applied nature of research in order to examine the legal norms 
contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and statutory 
regulations relating to the nomination of regional heads in Law Number 10 of 
2016. This legal research uses a legal approach, conceptual approach, and case 
approach. Data sources are primary, secondary, and tertiary data. The technique 
of data collection uses library research techniques, data analysis techniques using 
deductive syllogism methods. 
This legal research converged on 2 conclusions, namely: First, the legal 
argument issued by the judge on the Constitutional Court ruling is that the Court 
is of the opinion that against norms which contain similar restrictions, the Court 
has stated its position in previous decisions, namely in Decision Number 14-17 / 
PUU-V / 2007, Decision Number 4 / PUU-VII / 2009, and Decision Number 42 / 
PUU-XIII / 2015 and the Constitutional Court are of the opinion that for Article 
163 paragraph (8) of the Election Law relating to the requirement to become a 
candidate for governor, specifically as stipulated in Article 7 paragraph (2) letter 
g of the Election Law. Second, based on the results of the research conducted by 
the author, it is known that the consequences of the Constitutional Court Decision 
Number 71 / PUU-XIV / 2016 related to the nomination of former regional heads 
of convicts can injure local people because they cannot shift candidates who have 
the potential to commit crimes and violate the law in competition regional 
election. 
Keywords : Prospective Regional Head, Ex Convicted, and Constitutional Right 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Tuhan Beserta Kita, Berkah Dalem. 
Puji syukur, Puji Tuhan kami haturkan kepada Allah Bapa di Surga, Tuhan 
Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bunda Maria yang telah senantiasa mencurahan 
berkat, rahmat, kasih karunia, serta pencerahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaiakan penulisan hukum yang berjudul ANALISA PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 TERKAIT HAK 
KONSTITUSIONAL PENCALONAN KEPALA DAERAH MANTAN 
NARAPIDANA. 
Penulisan hukum (skripsi) ini membahas mengenai Putusan Mahkmah 
Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait hak konstitusional pencalonan 
kepala daerah mantan narapidana yang amar putusannya  menyatakan bahwa 
Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 .tentang 
Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam 
norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana kealpaan dan tindak pidana politik 
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam 
hukum positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik 
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.”. Selain itu penulisan ini juga 
membahas mengenai dampak dari adanya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 
tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana terhadap penyelenggaraan 
pemilu Indonesia yang demokratis. 
Penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk 
melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh derajat Sarjana (S1) pada 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
 
Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang MK merupakan salah satu lembaga negara yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 
24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 
1945), MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 
UUD NRI 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa MK berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 
MK sebelumnya telah mengeluarkan Putusan Nomor Register 42/PUU-
XIII/2015, yang berisi tentang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama 
dan terakhir dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap 
UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan 
Kepala Daerah (UU Pilkada). 
Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  tentang 
Pemilihan Kepala Daerah, secara tidak langsung mensyaratkan bahwa pasangan 
calon yang ingin mengajukan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Walikota dan Wakil Walikota, maupun Bupati beserta Wakil Bupati setidaknya 
tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
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Pasal tersebut menunjukkan adanya syarat administratif untuk mantan 
narapidana yang ingin menjadi calon Gubernur, Walikota, dan Bupati. Persyaratan 
ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, 
terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal 
calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih, dan yang bersangkutan 
mengungkapkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 
pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang serta orang yang 
dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan itu. 
Berbagai macam argumentasi yuridis yang tertulis sebagai dasar pengajuan 
uji materi mulai dari adanya kontradiktif antara Pasal 7 huruf g dengan Pasal 7 
huruf h Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, sampai pada pendapat bahwa 
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 
D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. 
Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, Majelis Hakim 
Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman menyatakan dalam amar putusannya 
untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni menyatakan 
Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat secara bersyarat, selanjutnya menyatakan Pasal 7 huruf g 
juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan hanya 
menyertakan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah menjadi 
narapidana. 
Mohamad Aldy dan Hananto Widodo (2016:3), menjelaskan MK melalui 
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII-2015, mengabulkan permohonan agar Pasal 7 
huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut 
memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Dalam 
putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Pilkada tersebut 
bertentangan dengan UUD NRI 1945. MK juga menilai bahwa pasal tersebut 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Penafsiran tersebut dianggap belum tepat sehingga kemudian diajukan 
Judicial Review oleh Rusli Habibie untuk menguji muatan materiil terutama Pasal 
3 
 
 
 
7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau 
disebut dengan UU Pilkada. 
Permohonan tersebut kemudian menghasilkan Putusan MK Nomor 71/PUU-
XIV/2016 yang amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo 
tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap 
terpidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa.”. Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak 
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap 
terpidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." 
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Berdasarkan pasal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 
mengenai hal-hal yang mendasari Hakim MK dalam menjatuhkan Putusan Nomor 
71/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional  Pencalonan Kepala Daerah 
Mantan Narapidana dan akibat dari putusan tersebut terhadap sistem 
penyelenggaraan pemilu yang demokratis dalam sebuah skripsi yang berjudul 
ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-
XIV/2016 TERKAIT HAK KONSTITUSIONAL PENCALONAN KEPALA 
DAERAH MANTAN NARAPIDANA. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat untuk dikaji 
dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Rumusan masalah tersebut antara lain: 
1. Bagaimana argumentasi hukum mengenai putusan Mahakamah Konstitusi 
Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan 
narapidana? 
2. Apa akibat dari putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan 
kepala daerah mantan narapidana terhadap penyelenggaraan pemilu yang 
demokratis? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu 
penelitian. Tujuan penelitian memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan 
penelitian. Dalam suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu Tujuan 
Objektif dan Tujuan Subjektif. Adapun Tujuan Objektif dan Tujuan Subjektif dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui argumentasi hukum mengenai putusan Mahakamah Konstitusi 
Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan 
narapidana. 
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b. Mengetahui akibat dari putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang 
pencalonan kepala daerah mantan narapidana terhadap penyelenggaraan 
pemilu yang demokratis 
2 Tujuan Subjektif 
a. Memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan penulisan 
hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah, memperluas, dan mengembangkan wawasan penulis mengenai 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Hukum Tata Negara. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar 
dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan masyarakat 
pada umumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya 
dan Hukum Tata Negara pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia 
kepustakaan tentang Pencalonan Kepala Daerah. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada 
masyarakat umum tentang pengaturan mengenai Pencalonan Kepala Daerah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu hukum yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan 
kepada bidang Hukum Tata Negara yang memerlukan pemecahan masalah 
terkait dengan Pencalonan Kepala Daerah sehingga dapat diterapkan secara 
efektif dan efisien dalam menerapkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata 
Negara. 
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E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dengan melakukan penelusuran bahan hukum sebagai 
dasar untuk membuat keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang 
konkret. Pada sisi lain, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk 
memberikan refleksi dan penilaian keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat 
terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau yang akan terjadi (Jhonny 
Ibrahim, 2008: 290). 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
Berdasarkan penelitian judul dan rumusan masalah, penelitian yang 
dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki definisi yang sama 
dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum 
yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan bahan hukum primer 
dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki. 2009:19). 
2. Sifat penelitian 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
perspektif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki. 2009:22). Ilmu hukum yang 
bersifat perspektif berarti ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma 
hukum. Penelitian ini bersifat perspektif sebab mengkaji norma-norma hukum 
yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan 
terkait pencalonan kepala daerah yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016. 
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang 
dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain: pendekatan undang-
undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
sejarah (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), 
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dan pendekatan konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 133). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan tiga pendekatan 
yaitu : 
a. Pendekatan undang-undang (statue approach:) 
b. Pendekatan konseptual (conceptual approach): 
c. Pendekatan kasus (case approach). 
4. Sumber Penelitian Hukum 
Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat mengenai perilakunya dan dari bahan 
pustaka. Jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 
primer dan yang kedua diberi nama data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 
51).  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
sekunder, dan tersier, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan 
seterusnya (Soejarno Soekanto, 2010: 12). 
Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari 
penelitian ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber yaitu : 
a. Bahan hukum primer 
Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: 
1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2) Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional 
Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana 
3) Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015; 
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentanf Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota; 
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota. 
8 
 
 
 
b. Bahan hukum sekunder 
Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah: 
1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 
2) Hasil karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan penelitian ini; 
3) Hasil penelitian dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini. 
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono 
Soekanto, 2010: 52) diantaranya: 
1) Bahan-bahan dari media internet yang mendukung penelitian ini; 
2) Kamus hukum. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (library reseach). Studi 
kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan 
melalui bahan hukum tertulis dengan menggunkan contet analisys. Teknik ini 
berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan 
memberi catatatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237). 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 
metode silogisme melalui pola berpikir yang bersifat deduktif. Logika atau 
silogisme merupakan penalaran hukum untuk membangun analisis terhadap isu 
hukum. Sementara pola berpikir deduktif menggunakan 2 (dua) premis, yaitu 
premis mayor dan premis minor. Premis mayor merupakan aturan hukum yang 
berlaku, dalam penelitian ini yaitu Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 
tentang Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana. Sedangkan premis 
minor merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu 
aturan hukum, dalam penelitian ini  yaitu penyelenggaraan pemilu yang 
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demokratis. Berdasarkan kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90) 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai keselurahan isi, penulisan hukum 
ini dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil 
penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini dipaparkan dua sub bab berisi kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan umum mengenai konstitusi dan 
ketatanegaraan. Kerangka pemikiran memuat sebuah bagan menghubungkan 
antara latar belakang, permasalahan, dan kajian teori sehingga menghasilkan 
kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam 
penulisan hukum. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang telah didapat dari proses 
penelitian serta menganalisis permasalahannya seperti yang telah dirumuskan 
dalam rumusan masalah. Bab ini memberikan uraian jawaban sistematis mengenai 
permasalahan antara lain: 
1. Argumentasi Hukum mengenai Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 
tentang Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana.  
2. Akibat dari Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Pencalonan 
Kepala Daerah Mantan Narapidana terhadap penyelenggaraan pemilu yang 
demokratis. 
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BAB IV PENUTUP 
 Bagian akhir penulisan hukum berisi beberapa kesimpulan dan saran 
berdasarkan analisis dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban 
terhadap pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan 
untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Kerangka Teori 
 
1. Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 
a. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 
juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, 
kedudukannya adalah (Taufiqurrahman Syahuri, 2004 : 5) : 
1) Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman; 
2) Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan 
3) Sebagai penegak hukum dan keadilan. 
Tugas dan fungsi MK berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK adalah menangani perkara 
ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga 
konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan 
kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk 
menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga 
merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa 
lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, 
selain sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). MK juga 
merupakan penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of constitution) 
(Soimin &Mashuriyanto, 2013 : 10). 
Atas dasar kedudukan, tugas, dan fungsi MK tersebut, maka visi 
dan misi MK dirumuskan dalam Blue Print MK sebagai berikut (Jimly 
Asshidiqie, 2009:5) :  
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1) Visi MK 
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan 
demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang 
bermartabat. 
2) Misi MK 
a) Mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang 
terpercaya. 
b) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar 
berkonstitusi. 
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
  MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban dalam 
menangani perkara-perkara konstitusi atau ketatanegaraan tertentu 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 
1945 yaitu (Taufiqurrohman Syahuri, 2011:111): 
a)  Menguji (Judicial Review) Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; 
b) Memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; 
c) Memutus pembubaran partai politik; 
d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 
e) Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan 
pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut 
UUD NRI 1945. 
Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban 
konstitusional bagi MK. Pengadilan yang dilakukan oleh MK merupakan 
pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 
Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK, seperti yang terjadi 
pada pengadilan lain. Uraiannya adalah sebagai berikut : 
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a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 atau Judicial Review;  
Undang-Undang merupakan produk politik yang lebih jelasnya 
merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para 
pembuatnya. Undang-Undang sebagai produk politik bisa saja 
mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. 
Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada 
peraturan di atasnya. Mekanisme yang disepakati untuk menguji apakah 
suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi asalah 
dengan menggunakan Judicial Review yang menjadi kewenangan MK. 
Jika undang-undang itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan 
konstitusi, maka produk hukum itu dapat dibatalkan oleh MK. Semua 
produk hukum pada dasarnya harus mengacu pada UUD NRI 1945 dan 
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan Judicial 
Review, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi 
terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi (Abdul 
Mukhtie Fadjar, 2006 :47) 
Dalam istilah lain, Judicial Review juga disebut dengan Constitutional 
Review yang dalam sistemnya tercakup dua tugas pokok, yaitu (Achmad 
Edi Subiyanto, 2011:715) : 
1) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau 
interpaly antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
2) Untuk melindungi setiap individu warga begara dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental 
mereka yang dijamin dalam konstitusi. 
b) Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara 
Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah 
perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya 
mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga 
negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara 
satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and 
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balance,  yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama 
lain. Sebagai akibat adanya relasi yang demikian itu, dalam 
melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan 
terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD NRI 1945. 
Pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam hal ini adalah 
lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap 
kewenangan yang dipersengketakan, akan tetapi lembaga negara 
dimaksud harus secara khusus yang kewenangannya diberikan oleh UUD 
NRI 1945. 
c) Memutus pembubaran partai politik; 
Pembubaran partai politik  memerlukan mekanisme yang ketat dalam 
pelaksanaannya supaya tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, 
tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan politik yang 
sedang dibangun. Partai politik akan dibubarkan MK jika terbukti dalam 
ideologinya, asas, tujuan, program, serta kegiatannya bertentangan 
dengan UUD NRI 1945. 
d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; 
Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan 
suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi 
apabila penetapan Komisi Pemilihan Umum mempengaruhi :  
(1) Terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah; 
(2) Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan 
presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan 
wakil presiden; 
(3) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. 
 Edie TH (2014:2) mengemukakan bahwa : 
“Sengketa ini muncul oleh karena adanya perbedaan pendapat tentang 
hasil perhitungan suara yang oleh pemohon dipandang tidak benar. 
Permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga 
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kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum 
mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.” 
e) Memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh dan/atau Wakil 
Presiden (selanjutnya disebut impeachment). 
Sistem presidensial pada dasarnya tidak dapat memberhentikan 
presiden sebelum habis masa jabatannya, sebab presiden dipilih langsung 
oleh rakyat. Namun sesuai dengan supremacy of law dan equality before 
law, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan 
pelanggaran hukum sesuai yang ditentukan dalam UUD NRI 1945. 
Namun demikian, proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan 
pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak 
dapat diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah 
MK. 
Lembaga yang dapat mengajukan ke MK dalam hal ini adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam pengambilan sikap tentang adanya 
pendapat semacam ini melalui proses pengambilan keputusan yaitu 
melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna. Dalam 
menjalankan kewenangan dan kewajiban tersebut, putusan MK bersifat 
final dan mengikat, tanpa ada upaya hukum berikutnya. Putusan MK 
berlaku mengikat sejak dibacakan dalam sidang pembacaan putusan (Feri 
Amsari, 2011 :10). 
Perkara ketatanegaraan lainnya seperti pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan impeachment Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah, tidak termasuk dalam kewenangan MK, melainkan 
menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
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c. Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi 
Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK secara rinci adalah sebagai 
berikut : 
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (Jimly Asshidiqie, 
2005 :34) : 
a) Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang MK 
dan telah dilengkapi dengan Peraturan MK I Nomor 06/PMK/2005; 
b) Subyek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah : (1) perorangan 
WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 
(2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NRI yang diatur 
dalam Undang-Undang; (3) badan hukum publik atau privat; (4) 
lembaga negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan 
oleh UUD NRI 1945; 
c) Obyek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah Undang-Undang 
yang meliputi pengujian secara formiil, yaitu pengujian mengenai 
apakah pembentukan dan bentuk undang-undang sesuai atau tidak 
dengan ketentuan UUD NRI 1945, dan pengujian secara materiil, 
yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, pasal, 
dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. 
  Dalam kurun waktu dua tahun usia MK telah dilakukan pengujian 
tidak kurang dari 65 Undang-Undang, dengan putusan ada yang 
dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, tidak diterima, dan ada 
yang ditolak. 
d. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
Menurut mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan, asas-asas dalam 
hukum acara MK adalah sebagai berikut: 
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a) Persidangan terbuka untuk Umum 
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang MK menentukan secara khusus bahwa 
sidang MK terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim 
(RPH). Keterbukaan sidang ini merupakan salah satu bentuk social 
control dan juga bentuk akuntabilitas hakim. 
b) Independen dan imparsial 
 Independensi atau kemandirian tersebut sangat berkaitan erat dengan 
sikap imparsial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan 
maupun dalam pengambilan keputusan. 
c) Peradilan Secara Cepat, Sederhana, dan Murah 
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan 
bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Penjelasan atas ayat (2) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 
dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Biaya perkara yang 
dibebankan pada pemohon atau termohon tidak dikenal dalam acara MK. 
Semua biaya yang menyangkut persidangan di MK dibebankan pada 
biaya negara. 
d) Hak untuk didengar secara seimbang (Audi et Alteram Partem) 
Dalam perkara yang diperiksa dan diadili di peradilan biasa , baik 
penggugat maupun tergugat, atau penuntut umum maupun terdakwa 
mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya secara 
berimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama 
mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing. 
e) Hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan 
 Mekanisme constitutional control harus digerakkan pemohon dengan 
satu permohonan dan dalam hal demikian hakim bersikap pasif dan tidak 
boleh secara aktif melakukan inisiatif untuk menggerakkan mekanisme 
MK memeriksa tanpa diajukan dengan satu permohonan. 
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f) Ius Curia Novit 
 Pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk 
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan 
tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukumnya tidak jelas  
(Maruarar Siahaan, 2006:63-78). 
2. Teori Penafsiran Hukum  
a. Pengertian Penafsiran Hukum 
Setiap undang-undang yang tertulis memerlukan adanya suatu penafsiran, 
karena undang-undang bersifat statis, sulit diubah atau kaku, walaupun 
undang-undang telah disusun secara sistematis dan lengkap namun masih 
terdapat kekurangan, sehingga sulit dalam menerapkannya, oleh karena itu 
diperlukannya penafsiran. ( Ishaq 2009:254) 
Penafsiran (Interpretasi) adalah menentukan arti atau makna suatu teks 
atau bunyi pasal berdasarkan  pada kaitannya, dan sesuai dengan keinginan 
serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. 
b. Macam-Macam Penafsiran Hukum 
Menurut Donald Albert dan Frans Maramis, penafsiran hukum terdiri 
dari 4 hal yaitu (Donald Albert & Frans Maramis 2014: 158-161) 
1) Penafsiran Tata bahasa atau Gramatikal 
Tata Bahasa (Grammatische interpretatie) yaitu menetapkan arti kata-
kata di undang-undang berdasarkan sehari-hari kita atau teknis. Pada 
umumnya, penafsiran tata bahasa yang diutamakan dalam KUHPerdata 
juga terdapat dalam pasal 1342 yang menuliskan bahwa “ jika kata-kata 
suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang 
daripadanya dengan jalan penafsiran” 
2) Penafsiran Sejarah atau Penafsiran Historis 
Penafsiran Sejarah berarti menetapkan arti undang-undang menurut 
maksud pembentuk undang-undang. Biasanya pembentuk undang-
undang itu sendiri telah menetapkan arti kata undang-undang atau 
tafsiran autentik dari si pembentuk undang-undang tersebut. 
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Penafsiran sejarah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 
a) Penafsiran Sejarah undang-undang. Yang artinya menetapkan arti 
undang-undang berdasar maksud penyusun undang-undang dengan 
menyelidiki sejarah dari pasal-pasal yang dari undang-undang 
tersebut. Hal ini dapat ditemukan di bagian pengantar rancangan 
undang-undang, pandangan umum, dan pembahasan pasal demi 
pasal. 
b) Penafsiran sejarah hukum menetapkan arti undang-undang 
berdasar maksud pembentuknya dengan cara menyelidiki latar 
belakang lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang 
tersebut. 
3) Penafsiran Sistematis 
Penafsiran Sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan 
melihat adanya hubungan antara suatu pasal dengan pasal dan undang- 
undang dengan undang-undang yang lain. Dilakukannya Penafsiran 
Sistematis dikarenakan bahwa peraturan perundangan dalam suatau 
negara merupakan satu kesatuan sistem. 
4) Penafsiran Teleologis  
Penafsiran Teleologis berarti menetapkan arti undang-undang 
berdasarkan tujuannya ke masyarakat dari undang-undang tersebut. Atau 
dsering disebut juga penafsiran sosiologis. Dalam penafsiran teleologis 
perancang undang-undang meletakkan suatu maksud dan tujuan tertentu 
dalam undang-undang tersebut yang tidak selalu mengikuti maksud dari 
pembuat undang-undang tersebut. 
c. Teori Penafsiran Konstitusi 
Terdapat beberapa teori penafsiran konstitusi menurut rangkuman Feri 
Amsari (2011:88) dalam bukunya, yaitu : 
1) Judicial Activsm, atau Landasan Teori 
Teori-teori mengenai bagaimana hakim memaknai konstitusi 
didasari kepada sebuah teori yang bernama Judicial Activsm yang 
dimaknai Black Law Dictionary sebagai berikut : 
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“a philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their 
personal views about public policy, among other factors, to guide their 
decisions, usu, with the suggestion that adherents of this philosophy tend 
to find constitutional violations and are willing to ignore precedents”. 
2) Doctrin Ultra Vires, atau Judicial Review 
Christoper Forsyth menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan antara 
doktrin ultra vibes dengan kewenangan Judicial Review. Menurutnya, 
doktrin ultra vires diperkenalkan oleh Sir Wiliam Wade yang menyebut 
doktrin tersebut sebagai prinsip penting penyelenggaraan administrasi 
negara. 
3) Teori The Living Constitution 
Teori ini yang menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh, atau 
bergerak, adalah teori yang hidup dalam perdebatan hukum di Amerika. 
Teori The Living Constitution adalah teori penafsiran konstitusi yang 
pada kondisi tertentu beranggapan bahwa konstitusi bersifat dinamis. 
4) Teori The Living Tree Doctrin 
Living Tree Doctrine adalah sebuah teori dalam menafsirkan 
konstitusi dengan menyatakan konstitusi sebagai sebuah organ dan perlu 
„dibaca‟ secara menyeluruh secara bebas sehingga dapat menjadikan 
konstitusi sebagai sesuatu yang dapat beradaptasi dengan perubahan 
zaman. 
5) Teori Judicial Restraint 
Teori yang menekankan bahwa hakim harus membatasi 
kekuasaannya dalam menafsirkan konstitusi.Teori ini berkembang 
pertama kali dalam kasus Luther vs Borden di Amerika Serikat. 
6) Teori  The Legal Formalism 
Legal Formalism  adalah sebuah pandangan positivis dalam ilmu 
hukum dan filosofi hukum. Karakter paling jelas dari paham ini adalah 
pemisahan pokok-pokok dari alasan-alasan hukum (atau pelaksanaan dari 
sebuah norma terhadap fakta di lapangan) dari nilai-nilai normatif atau 
pertimbangan. 
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7) Teori The Moral Constitution 
Teori yang juga hidup dalam sistem hukum Tata Negara Amerika 
Serikat ini merupakan pandangan yang menggabungkan antara filsafat 
moral dan hukum konstitusi. Tokoh terkemuka dalam teori ini adalah 
Ronald Dworkin. Konstitusi dalam teori ini dimaknai sangat luas, yaitu 
bisa berupa konstitusi tertulis, tidak tertulis, terkodifikasi, maupun tidak 
terkodifikasi. 
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah 
a. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam 
tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan 
umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada 
di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan 
penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama  terhadap 
Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan 
benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas 
penyelenggaraan Pemilihan Umum (M. Janedjri Gaffar, 2013 : 3)  
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa Gubernur, 
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, 
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) tersebut 
lahir bebarengan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada Perubahan 
Kedua UUD NRI 1945, pada saat sidang tahunan MPR RI tahun 2000, dan 
dimasukkan dalam Bab tentangb Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 18 
ayat (4) tidak dimasukkan dalam Bab tentang Pemilihan Umum atau Pasal 
22E UUD NRI 1945 bukan semata-mata karena Sidang Tahunan MPR RI 
Tahun 2000 belum ada kesepakatan mengenai cara pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden, tetapi karena pada saat itu masih ada fraksi di MPR RI yang 
menginginkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara 
tidak langsung oleh rakyat melainkan tetap oleh MPR RI. 
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tentang pengisian jabatan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota diterjemahkan oleh Undang-Undang 
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Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah melalui pemilihan tidak 
langsung, yakni dipilih oleh DPRD. Namun, ketika berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 4. Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. 
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua, Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD Papua 
dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon 
dari Majelis Rakyat Papua (MPR). 
Menurut M Janedjri Gaffar dalam jurnalnya (2013 : 4), secara umum 
dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih 
demokratis, setidaknya terdapat dua alasan mengapa pemilihan umum 
secara langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi 
tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas 
masyarakat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar 
tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Praktek selama berlangsungnya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pilihan DPRD 
seringkali berseberangan dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah. 
DPRD punya tafsir sendiri terhadap aspirasi masyarakat , bahkan 
penyelewenganpun tidak jarang terjadi, berbagai carapun ditempuh 
misalnya pemalsuan identitas calon, politik uang, dan lain-lain. 
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai 
Pilkada menjadi sebuah perjalanan baru dinamika kehidupan berbangsa di 
Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan kepala daerah, 
hingga Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu melahirkan 
kepemimpinan yang dekat dan menjadi teladan bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan serta pertanggungjawaban 
kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang 
dipimpinnnya (Nopyandri, 2011 : 1) 
Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada 
masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia 
yang memiliki esensi bahwa demokrasi merupakan kedaulatan yang berada 
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di tangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung 
dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan secara jujur, adil, dan aman. 
Abdul Asri mengungkapkan bahwa (Harahap, 2005:11) : 
“Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di 
daerah, tidak hanya terbatas pada mekanismepemilihannya yang lebih 
demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang 
pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. 
Melalui pilkada langsung rakyat diharapkan semakin berdaulat, 
dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana Kepala Daerah 
ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat 
yang  mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya 
secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. 
Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya di 
tangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan 
seminimal munhkin.” 
 
Berdasarkan pendapat yang tersebut, maka pada hakikatnya pilkada 
merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membawa perubahan 
berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang 
menjadi esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya 
disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak 
politiknya. Partisipasi aktif, cermat, dan jeli, hendaknya menjadi suatu 
bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam 
pilkada. 
Pemilu itu sendiri dapat dirumuskan sebagai mekanisme 
pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pmilu dan/atau calon 
anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden , serta Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusn 
politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme 
perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan atau 
mengenai sirkulasi elite yang dilakukan secara periodeik dan tertib (Ramlan 
Surbakti, 2008 : 27 ). 
Sebagai proses dari transformasi politik, pemilihan kepala daerah 
(Pilkada) merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar 
lebih menjamin fungsi mekanisme check and balance diantara lembaga-
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lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, warga masyarakat 
mengharapkan pula agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang 
lebih akuntabel, berkualitas, aspiratif dan peka terhadap kepentingan 
masyarakat. Pilkada adalah upaya untuk mencari pemimpin daerah yang 
berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Bahwa 
pelaksanaan Pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan 
mengoptimalkan demokratisasi daerah, melainkan merupakan perwujudan 
dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya (Amirudin dan Zaini Bisri, 2006 
: 12). 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau 
seringkali disebut Pilkada atau Pemilakada, adalah bagian dari implementasi 
demokrasi. Kepala daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin 
dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik 
artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung 
dengan kepentingan rakyat dan dirasakan, oleh karena itu kepala daerah 
harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. 
Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekruitmen 
kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang 
melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap 
tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik 
daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan 
legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra (Agus Hadiawan, 
2009 : 637). 
Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut 
Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 
demokratis. 
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b. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah 
UUD NRI 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang 
menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. 
UUD NRI 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu 
dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka (Miriam Budiardjo, 
2012:169). Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berada di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan materi 
UUD NRI 1945. Materi-materi penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan 
umum maupun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat 
dalam UUD NRI 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang 
(UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 
NRI 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-Undang 
(UU), Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu), dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala 
Daerah adalah sebagai berikut : 
a) UUD NRI 1945; 
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
3 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 
c. Sistem Pemilihan Kepala Daerah 
Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga 
negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif 
dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem 
pemerintahan demokrasi perwakilan (Muhammad Asfar, 2006:5), sebab : 
1) Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas 
hasil pemilihan; 
2) Sistem pemilihan mempengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk; 
3) Sistem pemilihan membbentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan 
dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian 
tersebut; 
4) Sistem pemerintahan mempengaruhi akuntabilitas pemerintahan, 
khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya; 
5) Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik; 
6) Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi 
politik warga; 
7) Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk 
dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh 
karena itu jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah 
demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan 
sistem pemilunya; 
8) Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan 
yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya (Lukisandra 
Amalia, 2014:12). 
Negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa pemilihan 
umum adalah lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hail 
pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan 
kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan 
dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun 
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demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya 
tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain 
yang lebih bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, 
lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung 
selalu mempertimbangkan aspek legitimasi dan efisiensi yang merupakan 
suatu trade off (Agus Pramusinto, 2004:240) yang artinya memilih sistem 
yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien, 
Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan 
hasil pilkada yang legitimasinya rendah. 
Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh tang signifikan 
terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Watak dan 
karakter yang dimaksud dalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol 
dari kompetisi dalam pilada juga bisa dirancang untuk memperlancar 
perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah 
dimanipulasi (Joko J.Prihatmoko, 2005:115). 
Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri 
dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, 
oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan 
cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya.  
d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
Pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan 
pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem 
pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerinthan 
tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 mempunyai kewajiban 
untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara 
Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV. 
Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan 
bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara 
kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah 
besar (Provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 
UUD NRI 1945 (Septi Nur Wijayant & Iwan Satriawan, 2009:157). 
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Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih 
besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung 
dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan 
kedaulatan ke tangang rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung 
dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi (Tjahjo 
Kumolo, 2015:16). 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian 
otonomi daerah yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tersebut yakni : 
1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 
aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman 
daerah; 
2) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 
fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi 
pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 
3) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antaar pusat dan daerah 
serta antar-daerah. 
Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung 
bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia : 
1) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilkukan secara 
langsung; 
2) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NRI 1945, 
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
29 
 
 
 
pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 
demokratis. 
3) Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran 
demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi segenap unsur bangsa 
tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya. 
4) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. 
Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh 
pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam 
pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam 
mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan 
aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. 
5) Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi 
kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan 
nasional sangat terbatas. 
Pendorong munculnya pilkada langsung antara lain : 
1) Sistem perwakilan (Lewat DPRD) diwarnai banyak kasus. Setidaknya 
ada tiga kasus yang terjadi, yakni : 
a) Proses pemilihan dan pelantikan diwarnai dugaan kasus politik uang 
dan intervensi pengurus partai politik di level lokal maupun pusat; 
b) Untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang; 
c) Kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat 
kepentingan DPRD tidak diakomodasi. 
2) Rakyat dapat berperan langsung. Pilkada langsung sering disebut sebagai 
kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem 
demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga wajar 
apanila kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan tersebut 
dikembalikan kepada pemiliknya sendiri. Dengan demikian manipulasi 
dan intervensi b) dapat dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi 
rakyat untuk mewujudkan kedaulatan tersebut. 
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3) Peluang terjadinya politik uang akan makin tipis. Politik uang merupakan 
fenomena yang tak terhindari dalam pilkada dengan sistem perwakilan. 
Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan 
dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan 
yang merupakan proses pilkada langung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak 
dapat melompat-lompat. Kegiatan-kegiatan dalam masa persiapan yakni 
menurut Pasal 5 Peraturan KPU Nomoe 3 Tahun 2016 tentang tahapan, 
program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
tahun 2017 adalah : 
a) Perencanaan program dan anggaran; 
b) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD); 
c) Penyususnan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan; 
d) Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis; 
e) Pembetukan panitia pengawas PPK,PPS, dan KPPS; 
f) Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 
g) Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4); 
h) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. 
Sementara itu, menurut Pasal 6, Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 
adalah : 
a) Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon 
perseorangan; 
b) Pendaftaran pasangan calon; 
c) Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan; 
d) Kampanye; 
e) Pelaporan dan audit dana kampanye; 
f) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, dan 
perhitungan suara; 
g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara; 
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h) Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil 
Pemilu (PHP). 
Dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung dan serentak mendorong 
terciptanya efektivitas dan efisiensi. Jika pemilihan Gubernur dalam suatu 
wilayah dilaksanakan secara berbarengan dengan pemilihan 
Bupati/Walikota maka secara logika akan menghemat anggaran. Pilkada 
serentak dengan sendirinya juga akan menghemat tenaga dan waktu. 
Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang 
baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban 
(democrativity) yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita-cita 
demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam 
masyarakat, dan meminimalisasi terjadi perbenturan antara berbagai 
kepentingan. 
Dari segi hasil, pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan 
daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. 
Pemerintahan semacam ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. 
Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh 
kekuatan-kekuatan politik lokal melainkan juga memiliki hubungan sinergis 
dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik 
apabila semua elemen eksekutif, legislatif, dan partai politik, lokal dan 
nasional membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam 
mekanisme check and balance sejalan dengan semangat demokrasi. 
Dari segi politik birokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa 
bakti yang lebih tertata. Kondisi ini merupakan modal penting dalam 
menciptakan efisinsi birokrasi perencanaan kerja yang lebih terfokus, dan 
pelaksanaan program pembangunan di daerah yang tersendat-sendat 
pelaksanaannya karena masa kerja yang tidak sinkron antara gubernur 
dengan bupati/walikota. 
Melalui hajatan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang 
berintegritas, dekat dengan rakyat, mau mendengar aspirasi rakyat, dan 
mengenal potemsi daerahnya sendiri untuk memperkuat fungsi otonomi. 
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Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan adanya kaitan yang erat 
antara keberhasilan otonomi daerah dengan kualitas pemimpin di daerah 
tersebut. Maka, semakin berkualitasnya pemimpin yang dihasilkan dalam 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah serentak, harapan akan 
semakin kuatnya fungsi otonomi daerah dapat terwujud. 
4. Hak Konstitusional 
Mahfud MD (2007:20) menjelaskan bahwa konstitusi merupakan 
resultante (kesepakatan) dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya 
ketika konstitusi itu dibuat. Konstitusi itu sendiri mengandung dua arti 
menurut K.C Wheare, yakni arti luas konstitusi digunakan untuk 
menggambarkan keseluruhan sistem, sedangkan dalam arti sempit konstitusi 
merupakan kumpulan aturan penyelenggara negara yang dimuat dalam 
dokumen.  
Supremasi Konstitusi yang menjadi doktrin dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, bertumpu pada pengakuan konstitusi sebagai hukum yang 
tertinggi, menjadi sumber legitimasi segala kebijakan, baik dalam bidang 
hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam mengawal konstitusi dan 
menyelenggarakan pengawasan atas tindakan legislatif berupa pengujian 
konstitusionalitas legislasi yang dihasilkan, diukur dari norma-norma 
konstitusi secara umum, maka norma yang termuat dalam konstitusi tidak 
hanya mengatur organisasi kewenangan lembaga serta hubungannya satu 
dengan yang lain, tetapi juga mengatur hubungan Negara dengan warga 
negara dalam konteks hak-hak konstitusional rakyat. 
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (The 
Supremacy of Law) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum 
yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan 
penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan berbagai 
literatur Hukum Tata Negara maupun Ilmu Politik kajian tentang ruang 
lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: (a) anatomi 
kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan 
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perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), (c) peradilan yang bebas dan 
mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) 
sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat (Dahlan Thaib, 2011:4). 
Dibandingkan negara-negara di Afrika, negara kita sudah terlebih 
dahulu mengadopsi kontitusi progresif dan demokrasi. Berdasarkan jurnal 
yang dibuat Ken O.Opalo (2016:16), dalam review Pembangunan 
Konstitusi, dijelaskan bahwa setelah lebih dari dua dekade eksperimentasi 
demokratis, negara-negara di Afrika masih berada dalam tahap untuk 
menyusun ulang konstitusional mereka.  
Konstitusi progresif menjadi semangat bagi mereka untuk senantiasa 
mengakomodir dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam tiap 
putusan yang dibuat dilatarbelakangi pemahaman bahwa putusan hakim 
akan begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan. Putusan tersebut 
dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga sarana bagi 
masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan (Ahmad Rifai, 2011 
: 25) 
Perubahan konstitusi mereka berdasarkan pada pertumbuhan 
masyarakat dan bukan merupakan model konstitusional dari negara lain. 
Negara-negara Afrika masih fokus kepada keseimbangan kekuasaan yang 
ada dalam masyarakat. Berbeda dengan Indonesia yang sejak awal sudah 
mulai membina prinsip kedaulatan rakyat dan pemikiran-pemikiran bertahap 
tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak konstitusional. 
Perubahan kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000 mengenai 
ketentuan Hak Asasi Manusia dan hak-hak warga negara telah mengalami 
perubahan yang sangat mendasar. Ketentuan baru yang diadopsikan ke 
dalam UUD NRI 1945 setelah perubahan kedua termuat dalam Pasal 28A 
sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, 
untuk memahami konsepsi tentang Hak Asasi Manusia itu secara lengkap 
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dan historis, ketiga instrumen hukum UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat 
dalam suatu kontinum (Satya Arinanto,2013:21). 
Setelah perubahan kedua UUD NRI 1945, keseluruhan materi terkait 
ketentuan Hak Asasi Manusia, yang jika digabung dapat dikelompokkan 
dalam empat kelompok yang terdiri dari tiga puluh tujuh ketentuan. 
Terdapat Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dalam ketentuan tersebut, yaitu hak untuk hidup; hak untuk tidak 
disiksa; hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk 
tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 
Upaya penegakan hak-hak konstitusional di Indonesia membutuhkan 
banyak sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan hak-hak 
konstitusional tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni: Sarana yang 
berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi 
tentang Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan institusi lainnya, 
dan sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya 
beberapa pasal dalam Konstitusi UUD NRI 1945 yang memuat tentang Hak 
Asasi Manusia misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta 
Keputusan-keputusan Presiden yang merupakan sarana pendukung 
perlindungan Hak Asasi Manusia. 
Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan 
kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak 
hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, 
yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak 
konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan 
menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak 
asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan 
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larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional. 
Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. 
Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak 
konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan 
atau pembatasan kekuasaan (Jimly Asshidiqie, 2010:47). Selain itu dalam 
konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Hanc 
Marseveen sebagaimana dikutip oleh Soetandyo Wignyosoebroto 
menyebutkan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok, 
yaitu (Soetandyo Wignyono, 2002:47) :  
1) Apakah konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara? 
2) Apakah konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan 
lembaga-lembaga penting negara? 
3) Apakah konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan 
keterkaitannya? 
4) Apakah konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara 
dan pemerintah? 
5) Apakah konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan 
negara dan lembaga-lembaganya. Konstitusi merupakan ideoogi elit 
penguasa? 
6) Serta apakah konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara 
dengan masyarakat? 
Menurut J.G Steenbek bahwa konstitusi berisi tiga alasan yang 
menjadi hal pokok, yaitu (Sri Soemantri, 2015:78) : Pertama, adanya 
jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negaranya. Kedua, 
ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat 
fundamental, dan ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas 
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental, dan menurut Miriam 
Budiardjo (2012:113) bahwa setiap UUD NRI 1945 memuat ketentuan-
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ketentuan tentang: Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian 
kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pembagian 
kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; 
prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu 
badan pemerintah dan sebagainya. Kedua, memuat tentang Hak Asasi 
Manusia. Ketiga, prosedur mengubah UUD NRI 1945. Keempat, ada 
kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD NRI 
1945. 
Hak Konstitusional (constitutional rights) dapat diartikan sebagai Hak 
Asasi Manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI 1945, 
sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. 
Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak 
konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 
1945, sedangkan hak-hak hukum (legal right) timbul berdasarkan jaminan 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya 
(subordinate legislations). 
Secara tersurat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia memuat bahwa negara harus memenuhi hak konstitusional setiap 
warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan 
secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara 
dalam pemilihan umum. Makna tersebut menegaskan bahwa segala bentuk 
produk hukum perundang-undangan yang mengatur hak-hak konstitusional 
bagi warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi 
setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam 
pemilihan umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan 
salah satu bentuk pelanggaran konstitusional. 
Menurut Jimly Asshidiqie hak konstitusional yang diatur UUD NRI 
1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu (Jimly Asshidiqie, 
2006:58) : 
37 
 
 
 
1) Pertama, adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil 
yaitu, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan kehidupannya; setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan 
merendahkan martabat kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bebas 
dari segala bentuk perbudakan; setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya; setiap orang bebas untuk memiliki 
keyakinan, pikiran, dan hati nurani; setiap orang berhak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum; setiap orang berhak atas perlakuan 
yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; setiap orang berhak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; setiap orang 
berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah; setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, 
setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, 
meninggalkan, dan kembali ke negaranya; setiap orang berhak 
memperoleh suaka politik; serta setiap orang berhak bebas dari segala 
bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan 
hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. 
2) Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yaitu 
bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan 
menyatakan pendapatnya secara damai; setiap warga negara berhak 
untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; 
setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan 
publik; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan 
yang sah dan layak bagi kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bekerja, 
mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan 
kerja yang berkeadilan; setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik 
pribadi; setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 
untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai 
manusia yang bermartabat; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi; setiap orang berhak untuk memperoleh dan 
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memilih pendidikan dan pengajaran; setiap orang berhak 
mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan umat manusia; Negara menjamin penghormatan atas 
identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan 
perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; Negara 
mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya 
itu. 
3) Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yaitu 
bahwa setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk 
kelompok masyarakat yang terasing yang hidup di lingkungan terpencil, 
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan yang sama; hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk 
mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; hak khusus yang 
melekat pada diri perempuan yang dikarenakan fungsi reproduksinya 
dijamin dan dilindungi oleh hukum; Setiap anak berhak atas kasih 
sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan 
negara untuk perlembangan fisik dan mental serta perkembangan 
pribadinya; setiap warga negara berhak berperan serta dalam pengelolaan 
dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan 
alam; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 
Serta kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara 
dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang 
dimaksud untuk menyetarakan tingkat. Perkembangan kelompok tertentu 
yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-
kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak 
termasuk dalam diskriminasi. 
4) Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara 
dan kewajiban asasi manusia yaitu bahwa setiap orang wajib 
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menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai 
agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
masyarakat yang demokratis; Negara bertanggungjawab atas 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak-Hak Asasi 
Manusia; serta untuk menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia, 
dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen 
dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya 
diatur dengan undang-undang. 
Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD NRI 
1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi 
memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga 
dapat disebut memiliki “constitutional importance” yang sama dengan yang 
disebut eksplisit dalam UUD NRI 1945. Sesuai dengan prinsip kontrak 
sosial (contract social),  maka setiap hak terkait dengan warga negara 
dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk 
memenuhinya. 
5. Mantan Narapidana 
a. Pengertian Narapidana dan Mantan Narapidana 
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam 
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
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Seorang terpidana yang telah selesai menjalani masa hukuman 
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat 
disebut sebagai mantan narapidana. 
b. Hak-Hak Narapidana 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 
hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak 
moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan 
untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang 
dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, 
baik secara nasional maupun internasional. 
Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 
Pemasyarakatan, yaitu : 
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 
b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e) Menyampaikan keluhan; 
f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya 
i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
k) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l) Medapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran adanya 
nilai harga diri, hakikat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-
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hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, 
dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia 
yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap 
perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud 
komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 
KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 
peradilan pidana. 
Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam International 
Convent on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 atau Konvenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From 
Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat 
manusia). Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner 1957 
(Peraturan satndar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana). 
Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodisir menjadi hak 
narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna 
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR 
ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, 
diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai 
martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara didasarkan pada 
perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan 
rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar di bawah umur harus dipisahkan 
dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan 
status hukum mereka. 
Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai 
Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman, 
meliputi : 
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a) Buku register; 
b) Pemisahan kategori Napi; 
c) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 
d) Fasilitas sanitasi yang memadai; 
e) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 
f) Pakaian dan tempat tidur yang layak; 
g) Makanan yang sehat; 
h) Hak untuk berolahraga di udara terbuka; 
i) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi; 
j) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila 
dianggap indisipliner; 
k) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan; 
l) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 
m) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk 
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; 
n) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 
o) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat 
mendidik; 
p) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 
q) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; 
r) Pemberitahuan kematian atau sakit dari anggota keluarga. 
c. Hak Mantan Narapidana dalam hal berpolitik 
Mantan Narapidana merupakan seorang terpidana yang telah selesai 
menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap.  
Sehubungan dengan narapidana yang tengah menjalani hukumannya, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi 
pembinaan terhadap narapidana. Persyaratan administratif yang melarang 
mantan narapidana untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif dapat 
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diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap sistem pembinaan di Lapas. 
Yeni Handayani (2014 :4)  
Mantan Narapidana yang telah melaksanakan eksekusinya di lembaga 
pemasyarakatan (Lapas) tentu sudah menjalani program pembinaan yang 
diterapkan dan diatur sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 di Lapas 
agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik, dan diharapkan dapat 
menimbulkan efek jera pada mantan narapidana tersebut sehingga tidak 
akan mengulangi kesalahannya kembali. 
Undang- Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Nomor 39 Tahun 
1999 juga merumuskan beberapa hal terkait hak politik pencalonan Kepala 
Daerah mantan narapidana seperti pasal berikut ini : 
Pasal 15 UU HAM berbunyi: “Setiap orang berhak memperjuangkan 
hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 
Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi: “Setiap warga negara berhak 
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan 
hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 1. Kerangka Pemikiran 
Keterangan : 
Putusan MK Nomor 71/PU-XIV/2016 merupakan Putusan yang dikeluarkan 
dalam rangka pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang dapat disebut dengan Undang-Undang 
Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini merupakan hasil dari pengujian materiil 
atas Pasal 7 ayat (2) huruf g tentang frasa “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. 
Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh 
pemohon yaitu Rusli Habibie bahwa perlu adanya Judicial Review terhadap pasal 
tersebut untuk memperjelas bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh calon 
kepala daerah mantan terpidana, sehingga Hakim MK menjabarkan pasal a quo 
selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 
kecuali terhadap terpidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 
Analisa Putusan 
MK No.71/PUU-
XIV/2016 
Argumentasi hukum 
atau Legal 
Reasoning 
 
Dampak terhadap 
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pemilu yang 
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dan Hak Politik 
45 
 
 
 
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif 
lainnya hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda 
dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara 
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana. 
Penulis tertarik untuk mengkaji dasar argumentasi hukum yang digunakan 
oleh Hakim MK dalam menjatuhkan putusan a quo. Putusan tersebut tentu 
mempunyai akibat hukum, namun penulis ingin mengkaji tentang akibat serta 
pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebab setiap 
warga negara mempunyai hak konstitusional dan hak politik. Penulis akan 
menguraikan dampak dari pembatasan atas hak-hak tersebut bagi calon kepala 
daerah mantan terpidana terhadap pemilu, politik dan demokrasi. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Argumentasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah narapidana 
1. Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 
Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dianggap 
belum menyelesaikan persoalan secara tuntas mengenai Judicial Review UU 
Pilkada dan menimbulkan banyaknya pihak yang kontra terhadap hal ini. 
Dalam pembentukan undang-undang juga masih belum memuat frasa 
penjelasan ke dalam norma pasal yang mengatur mengenai mantan 
narapidana yang menjadi kepala daerah atau jabatan politik yang 
pengisiannya melalui Elected Official. Hal tersebut menimbulkan 
pertentangan sehingga permohonan Judicial Review kembali diajukan oleh 
pihak yang berbeda dari permohonan sebelumnya yang kemudian 
menghasilkan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016. Permohonan 
mengenai hak konstitusional terdakwa dan/atau mantan narapidana untuk 
dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh Drs. H. 
Rusli Habibie, MAP., yang merupakan warga negara Indonesia yang 
menjabat sebagai Gubernur Gorontalo Periode 2012-2017 dan merasa masih 
dapat mencalonkan diri satu periode lagi.  
Objek permohonan yang diajukan adalah pengujian materiil terkait 
Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat 
(7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 
No. 10 Tahun 2016). 
Semula dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 
tertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf g UU No.8 
Tahun 2015 inkonstitusional bersyarat, sehingga dengan demikian pemohon 
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yang pernah didakwa atas tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP 
dengan ancaman pemidanaan kurang dari 5 (lima) tahun, masih dapat 
mencalonkan dirinya kembali untuk satu periode. Dengan berlakunya 
ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, Hak 
Konstitusional telah secara spesifik dan potensial pasti menjadi terhalang 
untuk maju dan dipilih menjadi kepala daerah, oleh karena frasa : 
“....karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih” yang semula terdapat dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 
Tahun 2015 menjadi dihapus dan ditiadakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujiannya. Sedangkan Pasal 7 
ayat (2) huruf g mengatur sebagai berikut : 
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang  
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana 
telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana.” 
 
Ketentuan dalam Pasal lain yang juga dimohonkan untuk pengujian 
oleh Gubernur Gorontalo tersebut yaitu : 
a. Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) 
(7) Dalam hal Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih 
ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan 
tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu 
juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil 
Gubernur; 
(8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terpilih 
ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang 
bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil 
Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau 
Wakil Gubernur. 
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b. Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) 
(7) Dalam hal Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati terpilih 
ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan 
tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati dan saat itu juga 
diberhentikan sementara sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati; 
(8) Dalam hal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan 
menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang 
bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati dan 
saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati. 
Alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang 
adalah sebagai berikut : 
a. Bahwa dalam UU No.8 Tahun 2015 terdapat ketentuan larangan 
mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah yang 
pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g, yang mana pasal a quo telah 
diajukan uji materiil ke MK dan dalam Putusan MK No. 42/PUU-
XIII/2015 Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU No.8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan 
terpidana 
b. Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, pemohon selaku 
Gubernur petahana masih dapat maju mencalonkan diri untuk satu 
periode lagi, meskipun terhadap diri pemohon sedang menghadapi 
permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan tuntutan 
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pidana berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP yang ancaman 
pemidanaannya kurang dari 5 (lima) tahun; 
c. Bahwa ketentuan tersebut di atas diubah lagi oleh Pembentuk Undang-
Undang dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016, yang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g memuat norma baru berbunyi : 
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara 
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana.” 
d. Bahwa implementasi norma larangan tersebut telah dimuat dan 
diberlakukan dalam PKPU No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f sebagai 
berikut : 
“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
f.  tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
e. Bahwa pemohon mendalilkan, pemberlakuan frasa “tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka 
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana” dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 
Tahun 2016, yang dijadikan landasan serta acuan penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, adalah bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara 
Indonesia adalah Negara hukum.”, yang dalam menyelenggarakan 
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kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berkepastian dan 
berkeadilan; 
f. Bahwa menurut dalil Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, yang menghapus frasa 
“.......atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana”, dan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 
Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mantan 
terpidana”  adalah orang yag sudah tidak ada hubungan baik teknis 
(pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali 
mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual 
terhadap anak”. Namun dengan berlakunya frasa “tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap” mempunyai akibat hukum yang luas yaitu 
mencakup seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana 
berat secara luas, yang berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan 
pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju, hanya dengan 
memperkarakan seseorang pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana 
ringan, yang pada akhirnya menimbulkan keptidakpastian hukum serta 
merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih. In casu  pemohon 
bermuara pada persaingan yang tidak sehat dan tidak fair; 
g. Bahwa Pasal 163 ayat (7) dan (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) 
telah merampas hak Pemohon, karena Pemohon memiliki hak untuk 
dipilih tetapi jika dihubungkan dengan status pemohon sebagai terdakwa 
maka jika terpilihpun akan otomatis diberhentikan sementara, sehingga 
hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon; 
h. Bahwa selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut telah serta 
merta menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja 
dipidana dengan motivasi persaingan politik semata dan bernuansa 
“kriminalisasi”, padahal seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang 
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mencalonkan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU No, 10 Tahun 2016 tersebut diberlakukan, secara 
nyata selain menimbulkan ketidak pastian hukum, juga ketidak adilan 
terhadap diri pemohon; 
i. Bahwa menurut pemohon, pemberlakuan syarat yang berbeda-beda dari 
pemilukada serentak 2015 ke pemilukada serentak 2017, selain 
bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan 
kepastian hukum, juga menunjukkan adanya pembedaan kedudukan 
antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan antara pemilihan 
sebelumnya dengan pemilihan di tahun 2017. Hal tersebut jelas 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan 
Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. 
Para pemohon dalam petitum permohonannya meminta Majelis 
Mahkamah Konstitusi agar dapat memutus hal-hal berikut : 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
b. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. 
c. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat 
(8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
bersyarat. 
d. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. 
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e. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan 
(8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat. 
Menilik alasan permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah memberikan 
pertimbangan hukum sebagai berikut : 
a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indoensia Nomor 5226, selanjutnya di sebut sebagai UU MK), 
dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4358), Mahkamah berwenang antara lain, mengadili tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
Undang-Undang terhadap UUD 1945; 
b. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in 
casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, 
selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945, maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 
penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 
dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu : 
1) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan sama); 
2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 
3) Badan hukum publik atau privat;atau 
4) Lembaga negara; 
d. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 
Spetember 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian 
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 syarat 
sebagai berikut : 
1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945; 
2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon 
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; 
3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan 
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 
wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak terjadi. 
e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
sebagaimana diuraikan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut : 
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1) Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a 
quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), 
serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, yang rumusannya 
masing-masing berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 7 ayat (2) huruf g: 
(1) .... 
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan   
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” 
 
 
Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) 
(7) Dalam hal Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur 
terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang 
bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil 
Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai 
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; 
(8)  Dalam hal calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terpilih 
ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat 
pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur 
dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai 
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. 
 
Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) 
(7) Dalam hal Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati terpilih 
ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang 
bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati 
dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati dan/atau 
Wakil Bupati; 
(8) Dalam hal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan 
menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang 
bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati 
dan saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati dan/atau Wakil 
Bupati. 
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2) Bahwa Pemohon Drs. HI.Rusli Habibie, MAP, adalah perseorangan 
warga negara Indonesia yang pada saat permohoan a quo  diajukan 
menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017 dan 
mendalilkan mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri kembali 
dalam jabatan yang sama dalam pemilihan kepala daerah serentak 
2017; 
3) Bahwa Pemohon, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung 
dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan 
selama 2 (dua) tahun; 
4) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan ketentuan Pasal 7 
huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 inskonstitusional 
bersyarat, Pemohon yang pernah didakwa atas tuduhan melanggar 
Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana kurang 
dari 5 (lima) tahun seharusnya masih dapat mencalonkan diri kembali 
untuk satu periode sebagai calon Gubernur; 
5) Bahwa dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 
Pilkada, hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri kembali 
sebagai Gubernur berpotensi terhalang; 
6) Bahwa pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada telah serta-
merta menghukum dan membatasi hak seseorang dimana seharusnya 
hal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan 
sehingga, menurut Pemohon, hal itu di samping menimbulkan 
ketidakpastian hukum juga menimbulkan ketidakadilan bagi 
Pemohon; 
7) Bahwa berkenaan dengan Pasal 163 ayat (7) dan (8) serta Pasal 164 
ayat (7) dan (8) UU Pilkada, norma Undang-Undang a quo merugikan 
Pemohon. 
f. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pada paragraf di atas, 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 163 ayat 
(7) dan ayat (8) UU Pilkada , Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki 
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kedudukan hukum untu bertindak selaku pemohon dalam permohonan a 
quo. 
g. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
Permohonan  a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan  a quo, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 
h. Menimbang bahwa permohonan  a quo adalah menguji Pasal 7 ayat (2) 
huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8) UUPilkada menurut Pemohon 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan argumentasi antara lain 
sebagai berikut: 
1) Bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari proses demokrasi 
yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih 
langsung pemimpin daerahnya namun bukan berarti seseorang yang 
pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh berpartisipasi dalam 
pemilihan kepala daerah karena hal itu dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) 
UUD 1945; 
2) Bahwa larangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena 
pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
42/PUU-XIII/2015, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang 
secara terbuka dan juju mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana; 
3) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 , pemohon masih dapat 
mencalonkan diri kembali untuk menjadi kepala daerah (gubernur) 
meskipun sedang menghadapi permasalahan hukum dituntut 
berdasarkan Pasal 317 KUHP di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan 
tuntutan pidana karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. 
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i. Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama 
permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat yang diajukan serta 
keterangan ahli dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, 
keterangan Pihak terkait beserta bukti-bukti surat yang diajukan serta 
keterangan ahli dari Pihak Terkait (sebagaimana termuat dalam duduk 
perkara), permasalahan yang menjadi isu konstitusional yang harus 
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar bahwa berlakunya 
Pasal 7 ayat (2) huruf g, serta Pasal 163 ayat (7) dan (8) UU Pilkada 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD NRI 1945. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah 
berpendapat diantaranya sebagai berikut : 
1) Bahwa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah 
(gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil 
walikota) sebagaimana berkali-kali telah ditegaskan dalam putusan 
Mahkamah, adalah bagian dari proses demokrasi yang pada 
prinsipnya harus memberi ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga 
negara yang telah memenuhi syarat untuk berperan serta dan 
menggunakan hak politiknya dalam proses itu, dalam hal ini 
khususnya hak pilihnya (baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif). 
Hak tersebut adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik yang 
sekaligus telah menjadi bagian dari hak konstitusional sehingga 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya dijamin oleh 
konstitusi. Meskipun secara konstitusional dimungkinkan dilakukan 
pembatasan terhadap hak tersebut melalui Undang-Undang, 
pembatasan demikian telah pula ditentukan substansi, tujuan, dan 
caranya oleh konstitusi sendiri yaitu bahwa pembatasan itu dilakukan 
semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap 
hak dan kebebasan oranglain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pengaturan 
dalam konstitusi tersebut merupakan bagian dari kehidupan bernegara 
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yang hendak diwujudkan oleh gagasan negara hukum yang demokratis 
atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang 
merupakan salah satu gagasan fundamental yang menjiwai UUD 
1945. Oleh sebab itu, UU Pilkada maupun Undang-Undang yang 
berkenaan dengan pemilihan umum, pertama-tama haruslah bertolak 
dari semangat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
hak politik warga negara, utamanya hak pilih. Namun demikian, 
pendapat ini tidak dimaksudkan untuk dan karenanya tidak boleh 
ditafsirkan secara a contrario sebagai larangan untuk melakukan 
pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Pembatasan terhadap suatu 
hak, termasuk yang tergolong hak konstitusional sekalipun 
sesungguhnya merupakan hak yang bersifat inheren dari hak itu 
sendiri. Sebab secara konsepsional, dalam setiap hak akan selalu 
melekat adanya kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban untuk tidak 
menyalahgunakan hak itu. Melekatnya kewajiban dalam setiap hak 
dengan sendirinya berarti pembatasan terhadap hak tersebut. Oleh 
sebab itulah, sebelum merumuskan substansi, tujuan dan cara 
melakukan pembatasan itu, UUD 1945 mendahuluinya dengan 
pernyataan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 
orang lain dalam tertib kehiduopan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara” (Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945). Sehingga, apabila norma 
dalam Pasal 28J UUD 1945 itu di konsturuksikan maka koherensinya 
sebagai berikut : 
Pertama, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang demokratis, pengakuan terhadap hak asasi setiap orang 
melekatkan kewajiban pada orang yang bersangkutan untuk 
menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki oleh orang lain 
Kedua, bahwa oleh karena itu, dalam masyarakat yang demokratis, 
adanya pembatasan terhadap hak asasi dimaksud menjadi kebutuhan 
yang tak terhindarkan; 
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Ketiga, bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam 
masyarakat yang demokratis dimaksud, tujuannya adalah semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil; 
Keempat, bahwa substansi atau pertimbangan yang digunakan dalam 
memenuhi tuntutan yang adil tersebut adalah moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum; 
Kelima, bahwa pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan 
Undang-Undang 
2) Bahwa substansi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 
dalam permohonan a quo  adalah berkenaan dengan pembatasan hak 
asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional sehingga 
Mahkamah dalam mempertimbangkan argumentasi yang dibangun 
oleh pemohon dalam dalil-dalilnya akan bertolak dari konstruksi 
pembatasan yang secara konstitusional dirumuskan dalam Pasal 28J 
UUD 1945. 
3) Bahwa terhadap dalil pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 7 
ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mempersyaratkan Calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Wakil Walikota, “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan 
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana”, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap norma 
yang memuat pembatasan serupa Mahkamah telah menyatakan 
pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya yakni pada Putusan 
Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 , dan 
Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. 
4) Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya tersebut, Mahkamah 
sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa sepanjang 
berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan 
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melalui pemilihan (elected officials), pembebanan syarat yang 
substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat “tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih” adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan 
demikian diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan 
terpidana, dalam hal ini tanpa pembatasan kepada mantan terpidana 
yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik itu telah 
menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang 
bersangkutan adalah mantan terpidana, Putusan Mahkamah demikian 
telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak keluar 
dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945, 
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka 1 di atas. 
Dengan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Mahkamah 
dalam putusan-putusannya sebagaimana disebutkan pada angka 3 di 
atas, Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang 
demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah 
dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku 
dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik. 
5) Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 
163 ayat (7) dan (8) UU Pilkada Mahkamah berpendapat bahwa 
substansi norma undang-undang a quo  berbeda dengan Pasal 7 ayat 
(2) huruf g UU Pilkada namun keduanya berkaitan. Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU Pilkada adalah berkenaan dengan syarat seseorang untuk 
dapat dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon 
bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota, 
sedangkan Pasal 163 ayat (7) adalah mengatur tentang seseorang yang 
telah terpilih menjadi kepala daerah namun pada saat pelantikan 
ditetapkan sebagai terdakwa, sementara Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada 
mengatur tentang seseorang yang telah terpilih sebagai kepala daerah 
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namun pada saat pelantikan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sepanjang 
menyangkut Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada,kendatipun dalam 
keterangan Presiden tidak secra spesifik dijelaskan logika yang 
melandasi perumusan norma dimaksud melainkan hanya menyatakan 
bahwa rumusan norma Pasal 163 ayat (7) dan (8) serta Pasal 164 ayat 
(7) dan (8) UU Pilkada adalah guna memberikan jaminan bahwa  
Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota tidak sebagai 
terdakwa atau terpidana, namun dengan memperhatikan secara 
seksama rumusan norma a quo, logika yang dapat dipahami dari 
rumusan norma tersebut adalah bahwa seseorang yang pada saat 
mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur 
belum berstatus sebagai terdakwa namun dalam rentang waktu 
terhitung sejak orang yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan 
calon gubernur dan wakil gubernur sampai dengan diumumkannya 
hasil pemilihan yang disusul dengan penetapan calon gubernur dan 
wakil gubernur terpilih ternyata orang yang bersangkutan ditetapkan 
sebagai terdakwa, sehingga timbul keadaan dilematis, karena di satu 
piha, orang yang bersangkutan ternyata terpilih sebagai gubernur atau 
wakil gubernur yang berarti bahwa sesuai dengan kaidah demokrasi, 
pilihan rakyat harus dihormati. Namun di lain pihak, yang 
bersangkutan ternyata ditetapkan sebagai terdakwa sehingga timbul 
persoalan karena sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah, 
seseorang yang menyandang status terdakwa berada diantara 
kemungkinan bersalah dan tidak bersalah, sehingga terdapat 
kebutuhan hukum untuk memberikan kesempatan kepada orang yang 
bersangkutan untuk membela diri di hadapan hakim pengadilan. Oleh 
karena itu, jalan keluar yang ditempuh oleh pembentuk undang-
undang dalam mengatasi suasana dilematis tersebut adalah dengan 
tetap melantik calon terpilih namun pada saat yang sama 
diberhentikan semetara. Dengan demikian, dengan rumusan 
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sebagaimana tersurat dalam norma Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada 
tersebut, tuntutan untuk mengindahkan kaidah demokrasi terpenuhi 
dan pada saat yang sama tuntutan untuk menghormati prinsip negara 
hukum juga terpenuhi. 
6) Bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
a) Bahwa sepanjang berkait dengan gagasan negara hukum, oleh 
karena dalil pemohon sangat sumir dan tidak secara jelas atau 
spesifik menunjuk substansi apa atau mana dalam gagasan negara 
hukum dimaksud yang dijadikan landasan argumentasi maka 
Mahkamahpun menjadi tidak mungkin memberi pertimbangan 
secara spesifik guna menjawab dalil demikian. Namun, jika 
dimaksud pemohon bahwa dalil demikian ditempatkan dalam 
kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam pembuktian 
konstitusionalitas norma Undang-Undang a quo yang berkenaan 
dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan 
sednirinya telah menjawab persoalan ada tidaknya pertentangan 
dengan gagasan negara hukum dalam UUD 1945 yang hendak 
melindungi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; 
b) Bahwa yang menjadi persoalan kemudian apakah norma dalam 
Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berkaitan dengan syarat untuk 
menjadi calon gubernur, khususnya sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Dalam hal ini sebagaimana 
telah ditegaskan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa 
meskipun kedua norma Undang-Undang ini mengatur kondisi yang 
berbeda namun ada kaitannya. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada 
adalah mengatur syarat mengenai seseorang yang hendak 
mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, 
calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil 
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walikota, sedangkan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah 
mengatur tentang calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang 
telah terpilih sebagai kepala daerah. Kondisi diatur dalam Pasal 163 
ayat (8) UU Pilkada adalah bahwa seseorang yang telah terpilih 
menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur (yang artinya telah 
melewati ketentuan persyaratan, termasuk syaratpada Pasal 7 ayat 
(2) huruf g UU Pilkada yang konstitusionalitasnya telah 
dipertimbangkan oleh Mahkamah) namun ternyata pada saat 
dilantik dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
j. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah 
berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 
sebagian; 
k. Menimbang bahwa dikarenakan kedudukannya sebagai ahli ketika 
permohonan  a quo  diperiksa dalam proses persidangan, Hakim 
Konstitusi Saldi Isra tidak menggunakan haknya untuk berpendaoat 
dalam pengambilan putusan  a quo. 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuaraikan 
di atas Mahkamah berkesimpulan bahwa: 
a) Syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih” bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan publik 
adalah penting sebagai suatu standar moral namun syarat tersebut tidak 
boleh memasukkan ke dalamnya tindak pidana karena kealpaan ringan 
(culpa levis) dan tindak pidana politik dalam hukum positif hanya karena 
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa; 
b) Bahwa pemberlakuan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
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penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tersebut disamping disertai 
pembatasan sebagaimana disebutkan pada poin pertama diatas juga tidak 
adapat diberlakukan secara umum  terhadap semua jabatan publik 
melainkan harus memperhatikan sifat dan cara pengisian jabatan publik 
tersebut sehingga harus dibedakan antara: (a) jabatan publik yang dipilih 
(elected officials) dengan jabatan publik yang diangkat (appointed 
officials); (b) jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat 
melayani dengan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat 
menyalurkan aspirasi rakyat; (c) jabatan publik yang karena tugasnya 
membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi  seperti hakim dan 
aparat penegak hukum lainnya serta jabatan yang mengelola keuangan 
negara atau jabatan-jabatan lainnya. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim MK melalui Putusan MK 
Nomor 71/PUU-XIV/2016 memberikan keputusan dengan amar sebagai 
berikut : 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
b. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa ”tidak 
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo 
tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap 
pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana 
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai 
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tindak pidana dalam hukum positif hanya karena mempunyai pandangan 
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga 
Pasal a quo  selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana 
yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam 
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana 
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik 
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan 
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. 
c. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” 
tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih atau karena 
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana 
makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak 
pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan 
dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa.” 
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d. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” 
dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana 
terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan 
negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang 
dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali 
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif 
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda 
dengan rezim yang sedang berkuasa.” 
e. Menyatakan Pasal 164 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898) tidak dapat diterima; 
f. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
g. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
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2. Analisis adanya perbenturan peraturan setelah dikeluarkannya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan perlunya 
Judicial Review. 
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam konteks sebagai 
sanksi administratif terhadap alasan pemberhentian sementara seorang calon 
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terpilih karena saat pelantikan 
ditetapkan sebagai terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) 
UU Pilkada, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan dengan 
gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) maupun 
dengan Pasl 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, 
oleh karena Mahkamah sudah mempertimbangkan bahwa frasa “tidak 
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap” sebagai syarat untuk menjadi calon 
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur adalah konstitusional bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 
terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana 
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak 
pidana dalam hukum positif hanya karena mempunyai pandangan politik 
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” maka status terdakwa 
sebagai alasan pemberhentian sementara terhadap calon gubernur dan/atau 
wakil gubernur terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) 
didasarkan pada dakwaan bahwa yang bersangkutan  didakwa “melakukan 
tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 
kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan 
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan 
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena mempunyai 
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. 
Sebab tidaklah dapat diterima oleh penalaran yang wajar bahwa jika hanya 
untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur saja dipersyaratkan tidak 
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boleh berstatus terpidana karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana 
diuraikan sementara ketika calon gubernur dan wakil gubernur tersebut 
terpilih tidak dapat diberhetikan sementara padahal didakwa melalui tindak 
pidana. 
Namun demikian masih dalam kaitan dengan pertimbangan di atas, 
hal yang juga patut dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah adalah 
bagaimanakah dengan tindak pidana lain yang meskipun ancaman 
pidananya kurang dari lima tahun tetapi sifat jahat atau sifat tercela yang 
terkandung dalam tindak pidana itu sesungguhnya sangat membahayakan 
kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. 
Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbanagn tersebut, 
menurut Mahkamah, kata “terdakwa” dalam Pasal 163 ayat (7)  UU Pilkada 
adalah bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 sepnajng tidak 
dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif 
hanya karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa”. 
Hal menarik yang harus kita cermati dalam putusan perkara 71/PUU-
XIV/2016 ini adalah bagaimana Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir 
konstitusi menjawab adanya perubahan pertimbangan hukum yang telah ada 
dalam Putusan MK sendiri sejak Putusan MK pada tahun 2005 hingga 
Putusan MK pada tahun 2015 untuk isu norma yang sama. Dalam putusan 
ini setidaknya ada 7 (tujuh) putusan MK terdahulu yang kembali diuraikan 
dan dipertegas untuk menjawab dan melengkapi isu konstitusioalitas dalam 
perkara 71/PUU-XIV/2016. Putusan MK terdahulu tersebut yaitu Putusan 
Nomor 024/PUU-III/2005, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan 
Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 73/PUU-X/2012, Putusan Nomor 
25/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 40/PUU-XIII/2015, serta Putusan 
Nomor 42/PUU-XIII/2015. 
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Konsistensi MK dalam menguraikan pertimbangan hukum dalam 
perkara yang memiliki isu konstitusional yang sama menjadi sangat penting, 
oleh karena putusan MK menjadi patokan akhir dalam menentukan 
konstitusional sebuah norma yang bukan hanya berlaku mengikat seluruh 
warga negara namun juga putusan MK tersebut akan menjadi acuan bagi 
pembentuk undang-undang dan para aparatur negara untuk melakukan 
perubahan terhadap norma yang dibatalkan oleh MK tersebut. Dapat 
dibayangkan apabila MK dalam setiap putusannya tidak memiliki 
konsistensi pertimbangan hukum terkait dengan berbagai isu konstitusional 
yang diajukan pengujian ke MK, maka hal tersebut akan menimbulkan 
kekacauan hukum yang berimbas pada tidak adanya kepastian hukum yang 
merugikan seluruh bangsa dan warga negara Indonesia. Putusan ini juga 
sekaligus menjawab kritikan tajam yang selama ini ditujukan kepada MK 
terkait penurunan kualitas kinerja MK. 
Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak bisa dihindari 
adanya pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-
Undang yang lainnya atau adanya Peraturan Lembaga Negara yang 
bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Apapun alasannya, baik itu 
akibat dari kepentingan politik atau salah menafsirkan Undang-Undang 
tetap harus melalui mekanismenya untuk menguji peraturan perundang-
undangan tersebut. Misalnya ketika Undang-Undang dianggap bertentangan 
dengan UUD NRI 1945 maka secara hukum dapat di uji pada MK 
sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada 
di bawah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan 
lainnya dapat diuji secara hukum pula di Mahkamah Agung. 
Berdasarkan Teori Lon Fuller tentang hukum publik modern, bahwa 
perundang-undangan tidak boleh dirancang untuk menghadirkan 
pengecualian atau keistimewaan tertentu, harus dibuat dan berlaku secara 
universal. Lon Fuller dalam bukunya “The Morality of Law” (1964 :54-58) 
mengajukan 8 (delapan) asas atau syarat yang harus dipenuhi oleh 
pembentukan hukum atau peraturan, yang apabila tidak terpenuhi, maka 
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hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum. Dengan kata lain harus 
terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak 
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 
2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 
4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 
5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 
6) Tidak boleh menuntukt suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 
dilakukan; 
7) Tidak boleh sering diubah-ubah; 
8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. 
Menurut Fuller, kriteria yang harus dipenuhi oleh sistem hukum agar 
berkeadilan (dengan merujuk pada sistem hukum inggris) adalah 
generalisasi, promulgasi, non-retroaktivitas, kejelasan, non-kontradiksi, 
tidak mengharuskan hal yang tidak munhgkin, konsisten di setiap waktu, 
dan persamaan antara tindakan dengan aturan yang dideklarasikan. 
Sehingga berdasarkan teori tersebut, perlu dilakukan Judicial Review untuk 
menghindari adanya peraturan yang saling bertentangan dan tumpang tindih 
serta logika hukum yang sesat terkait UU Pilkada. 
Logika hukum sesat yang dimaksud adalah pernyataan bahwa 
terpidana percobaan adalah pelaku tindak pidana ringan yang melakukan 
tindak pidana atas dasar ketidaksengajaan atau culpa levis, sehingga perlu 
dijamin hak politiknya untuk menjadi calon kepala daerah. Argumentasi 
tersebut dinilai bukan merupakan argumentasi hukum, sebab jika 
menggunakan argumentasi hukum dengan penafsiran restriktif, orang yang 
menjalani pidana percobaan atau yang sedang menjalani pidana kategori 
culpa levis sekalipun tetaplah seorang terpidana dan yang bersangkutan 
tidak memenuhi persyaratan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 
Tahun 2010 (Solopos, 12 Agustus 2018). 
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Apabila dihubungkan dengan teori hukum publik modern Lon Fuller 
yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan (termasuk undang-
undang politik) tidak boleh dirancang untuk menghadirkan pengecualian-
pengecualian dan keistimewaan tertentu. Peraturan harus dibuat dan berlaku 
secara universal. Bahkan adagium hukum publik modern juga menyatakan 
bahwa semua orang berkedudukan sama di mata hukum (equality before the 
law). Sehingga adanya pengecualian dan perlakuan khusus pada terpidana 
percobaan merupakan peraturan yang menyesatkan logika hukum modern 
dan berpotensi dapat mencederai demokrasi.  
Judicial Review sebenarnya juga perlu untuk dilakukan kembali 
terhadap ketentuan lain yakni pada Pasal 9 huruf a UU No.10 Tahun 2016 
tentang Pilkada yang dinilai berpotensi dapat bertentangan dengan Pasal 
22E UUD NRI 1945. Pengujian ini perlu supaya DPR tidak dengan mudah 
mengintervensi KPU yang seharusnya independen termasuk dalam 
membuat peraturan KPU. Pengujian materi juga perlu dilakukan ke 
Mahkamah Agung terkait PKPU tentang Pencalonan yang atas dorongan 
DPR memperbolehkan terpidana percobaan dapat menjadi calon kepala 
daerah. 
Objek dari Judicial Review  yang dimaksud adalah uji materi atau 
disebut dengan materiele toetsingrecht. Uji materi dilakukan terhadap UU 
No. 10 Tahun 2016 mengenai kaidah materiil yang mengatur mengenai 
substansi normanya yang menjadi obyek pembahasan dalam Putusan Nomor 
71/PUU-XIV/2016 yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf g.  
Berdasarkan teori yang dikemukakan Sri Soemantri (1986 : 6) bahwa 
ia memberikan garis bawah terhadap hak uji materiil yakni suatu wewenang 
untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan 
perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak 
mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hal tersebut yang melandasi 
pendapat penulis untuk menunjukkan bahwa perlu dilakukan adanya 
Judicial Review dan uji materiil terhadap UU Pilkada sebab berpotensi dapat 
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bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, yaitu konstitusi 
dasar Indonesia tepatnya Pasal 22E UUD NRI 1945 (Feri Amsari, 2011 
:78). 
Wujud implikasi setelah dikeluarkannya Putusan MK No.71/PUU-
XIV/2016 yaitu tidak berlakunya lagi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur 
bahwa : 
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana 
telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana.” 
Pernyataan tidak berlakunya pasal tersebut terdapat pengecualian yaitu 
sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakuan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 
pelakunta mempunyai pandangan berbeda dengan rezim yang sedang 
berkuasa” atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 
Dengan diputusnya putusan MK tersebut sampai sekarang implikasi 
terhadap undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah belum ada 
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undang-undang baru yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah 
tersebut. 
Persyaratan terkait pencalonan mantan narapidana ini juga diterapkan 
pada pilkada serentak 2018. Walaupun belum ada perubahan undang-
undang tentang pemilihan kepala daerah mengenai syarat mantan 
narapidana ini, namun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU 
RI) telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan norma pada huruf f, 
huruf f1, huruf g dan huruf h Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencaonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 15/2017) yang menyatakan 
sebagai berikut: 
 
Pasal 4 
(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
.............................. 
f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 
 1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa) 
 2. terpidana karena alasan politik; dan 
 3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara. 
g. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa 
pemidanaannya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka 
dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang kecuali bagi mantan terpidana yang telah 
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selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 
jadwal pendaftaran; 
h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana 
kejahatan seksual terhadap anak. 
Aturan di atas mengelompokkan tiga bagian persyaratan sesuai status 
mantan terpidana. Antara lain bagi bakal calon dengan status terpidana yang 
tidak menjalani pidana dalam penjara, mantan narapidana yang telah selesai 
menjalani masa pidananya paling singkat lima tahun sebelum jadwal 
pendaftaran, serta manatan narapidana yang telah selesai menjalani penjara 
namun belum melampai paling singkat lima tahun. Persyaratan tersebut 
adalah sebagai mekanisme yang wajar dan memungkinkan pemilihan 
berlangsung secara cermat dan menghasilkan pemilihan pemimpin yang 
terpercaya. 
 
3. Penafsiran Hukum dan Teori penafsiran Konstitusi. 
a. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dijelaskan 
terdapat beberapa penafsiran hukum yang penulis dapatkan yaitu 
(Donald Albert & Frans Maramis 2014: 158-161): 
1) Penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks 
peraturan perundang-undangan harus dapat dimengerti terlebih 
dahulu makna atau arti kata-katanya. Penafsiran gramatikal 
digunakan hakim untuk mengartikan frasa ”tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap” sepanjang tidak dimaknai dalam norma 
Undang-Undang a quo “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum 
positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai pandangan 
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politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.” Sehingga 
Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum 
positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai pandangan 
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi 
mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." 
2) Penafsiran Historis, selanjutnya yang digunakan oleh hakim adalah 
penafsiran historis bahwa hakim perlu melihat sejarah terjadinya 
undang-undang itu dibuat. Hakim menggunakan penafsiran 
berdasarkan sejarah undang-undang yaitu terhadap putusan terdahulu 
pada amar putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Kata 
“dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar putusan MK Nomor 
4/PUU-VII/2009 mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan 
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah 
mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat menjadi tidak 
diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah berani mengakui 
tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. 
3) Penafsiran Restriktif, penafsiran terakhir yang dilakukan oleh hakim 
adalah penafsiran restriktif yang dilakukan dengan cara membatasi 
atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan. Hakim MK kemudian melakukan interpretasi 
fungsional yang selaras untuk  dapat memberikan putusan atas norma 
sebuah pasal yang diajukan dalam pengujian materiil terhadap UUD 
NRI 1945. 
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b. Penafsiran Konstistusional yang dapat penulis temukan terdiri atas 3 
penafsiran yaitu (Feri Amsari (2011:88) : 
1) Penafsiran konstitusional The Living Constitution, yang menganggap 
konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak. Teori The Living 
Constitution adalah teori penafsiran konstistusi yang pada kondisi 
tertentu beranggapan bahwa konstitusi bersifat dinamis. Hal ini 
ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi selalu dinamis 
mengikuti perkembangan isu-isu hukum yang ditujukan untuk 
mengubah Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 
melalui adanya Judicial Review sesuai dengan kebutuhan peraturan di 
dalam masyarakat. 
2) Penafsiran konstitusional Moral Constitution, menjelaskan bahwa 
Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menafsirkan konstitusi 
dengan memahami nilai moral dalam masyarakat (the moral 
constitution) serta memberikan putusan yang benar-benar 
memperhatikan peranan perilaku masyarakat dalam hukum. 
3) Penafsiran The Living Tree Doctrine, adalah penafsiran yang 
digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menyatakan 
konstitusi sebagai sebuah organ dan perlu dibaca secara menyeluruh 
dan bebas sehingga dapat menjadikan konstitusi sebagai sesuatu yang 
dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. 
 
B. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang 
pencalonan kepala daerah narapidana terhadap penyelenggaraan pemilu 
yang demokratis 
1. Peranan Mahkamah Konstitusi mendukung adanya Pemilu yang 
Demokratis 
Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat bahwa hukum di 
Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya 
negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan 
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hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan 
menindas hak-hak asasi manusia, sehingga politik hukum harus berorientasi 
pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi 
berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu 
sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. 
Begitu juga dengan pembentukan MK, yaitu lembaga negara yang 
kelahirannya di dorong oleh gerakan reformasi yang berhasil 
memasukkannya ke dalam UUD NRI 1945 yang di amandemen dalam 
kurun waktu 1999-2002. Latar belakang berdirinya MK adalah banyaknya 
pelanggaran atau kecurangan pemilu di masa lalu yang perlu diadili secara 
khusus diluar pengadilan umum, itulah sebabnya salah satu kewenangan 
MK yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 melalui Pasal 24 C 
adalah memutus sengketa hasil pemilihan umum.  
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaiana dimaksud 
dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini lah yang berperan sebagai penafsir 
akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution), dalam 
melaksanakan wewenang konstitusionalnya setiap penyelenggara negara 
pada prinsipnya melakukan penafsiran terhadap ketentuan UUD NRI 1945, 
sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of 
citizen’s constitutional right), sebagai pengawal demokrasi (the guardian of 
democracy) hal ini terkait dengan cita negara demokrasi yang tertuang 
dalam UUD NRI 1945 demokrasi harus senantiasa dikawal tidak semata-
mata agar dilaksanakan ketentuan hukum. 
Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dalam hal ini perlu 
untuk mengawal pelaksanaan ketentuan hukum dan melihat kesesuaiannya 
dalam masyarakat mengingat bahwa masyarakat akan terus berubah seiring 
berkembangnya zaman. Sifat masyarakat yang dinamis juga harus 
disesuaikan dengan adanya konstitusi yang dinamis. Hal ini sesuai dengan 
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teori The Living Constitution yang mana pandangan ini berpendapat bahwa 
dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan 
masyarakat saat ini. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut MK harus dapat membaca dan 
memaknai ketentuan konstitusi melalui moral yang ada pada ketentuan 
perundang-undangan untuk mencegah adanya pencederaan terhadap 
demokrasi. Hal ini sesuai dengan teori The Moral Constitution bahwa 
konstitusi adalah sebuah aturan moral dimana diatur mengenai prinsip-
prinsip politik, menentukan kekuasaan dan tugas masing-masing lembaga 
pemerintahan. Teori ini mengemukakan bahwa membaca konstitusi harus 
dilakukan melalui moral reading untuk dapat memeriksa pelanggaran-
pelanggaran yang berpotensi mengganggu jalannya demokrasi. 
 
2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 71/PUU-XIV/2016 terhadap 
Pemilihan Kepala Daerah 
Kerangka konseptual pilkada oleh rakyat yang dibangun bukan hanya 
terkait erat dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan 
juga berkolerasi positif terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang 
demokratis, pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun secara 
teorits argumentasi tersebut bisa diperdebatkan, tak sedikit akademisi yang 
mempercayai bahwa pilkada langsung merupakan prasyarat bagi 
terwujudnya pemerintahan daerah yang partisipasif, transparan, dan 
akuntabel (good governance). Namun , berhasil tidaknya sangat tergantung 
pada komitmen para stakeholders terkait dalam meminimalisasi 
kecenderungan perilaku menyimpang. 
Demokrasi substansif menyongsong pilkada 2017 dan pemilu nasional 
2019 perlu dibangun. Muaranya ada di perilaku yang teladan penyelenggara 
pemilu, peserta pemilu dan pemilukada, perilaku yang demokratis baik yang 
ditunjukkan oleh para elite, penyelenggara pemerintahan daerah maupun 
tokoh masyarakat masih minim. Para elite dan aktor politik seringkali 
menjadi faktor penghambat dalam proses demokratisasi lokal. Banyak 
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diantara mereka yang tidak siap kalah sehingga menghalalkan berbagai cara. 
Sejauh ini kampanye lebih merupakan permainan politik daripada janji yang 
tulus untuk menyejahterakan rakyat. Penilaian seperti ini perlu dihilangkan 
demi menuju demokrasi yang substantif dan berorientasi kepada 
kesejahteraan masyarakat daerah. 
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah satu-
satunya cara yang konstitusional untuk memilih pemimpin daerah demi 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Mulai dari Gubernur dan 
Wakilnya, Bupati dan Wakilnya, serta Walikota dan Wakilnya, dimandatkan 
oleh peraturan-peraturan di Indonesia untuk dipilih secara langsung oleh 
rakyat sebagai salah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. 
Tujuan ini termaktub jelas di dalam konsideran menimbang Perpu 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota 
sebagai pintu masuk penyelenggaraan Pemilu secara langsung setelah terjadi 
polemik panjang terkait denga mekanisme pemilihan kepala daerah. Selain 
untuk menciptakan proses demokratisasi dalam proses pemilihan pimpinan 
daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung tentu bertujuan untuk 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Dalam persiapan Pilkada 2017, terdapat ketentuan di dalam Peraturan 
KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang memberikan syarat menjadi calon kepala 
daerah yang dinilai bertentangan dengan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. Dalam Peraturan KPU tersebut diperbolehkan bagi 
yang berstatus terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah. Padahal 
jika dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, terdapat 
larangan bagi orang yang berstatus terpidana untuk menjadi calon kepala 
daerah. Orang yang menjalani hukuman percobaan, status hukumnya jelas 
adalah seorang terpidana. Meskipun yang bersangkutan tidak menjalani 
hukuman dalam lembaga pemasyarakatan, namun ketika ia sudah menjalani 
masa hukuman percobaan, statusnya sebagai terpidana jelas membuat 
individu tersebut tidak memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. 
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Adanya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 ini menimbulkan 
perdebatan panjang mengenai status terpidana hukuman percobaan dalam 
pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun demikian, DPR 
akhirnya menyepakati bahwa terpidana percobaan dapat mendaftarkan diri 
sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2017. 
Konsekuensi hukum dari kesepakatan DPR tersebut yaitu Komisi Pemilihan 
Umum harus mengubah PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2017. 
Kesepakatan tersebut timbul akibat adanya usulan dari sejumlah Komisi II 
DPR yaitu untuk merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf f. 
Dampak dari adanya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 dapat 
dirangkum sebagai berikut : 
a. Adanya kesepakatan yang dibuat DPR berdasarkan Putusan Nomor 
71/PUU-XIV/2016 terkait ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU 
Nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah akan menjadi, “Tidak berstatus sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
tetapi tidak termasuk seseorang yang sedang menjalani hukuman masa 
percobaan”.  Kesepakatan DPR tersebut dinilai masyarakat justru 
berpotensi menurunkan kualitas pilkada serta calon-calon kepala daerah 
yang dihasilkan dalam kompetensi pilkada ini. Usulan serta kesepakatan 
tersebut tentunya mengejutkan banyak pihak dan bertentangan dengan 
keinginan publik agar pilkada diikuti para calon kepala daerah yang 
bersih dari berbagai persoalan hukum. 
b. Berdasarkan aspek teori hukum politik modern yang dikemukakan oleh 
Lon L Fuller dalam The Morality of Law bahwa peraturan perundang-
undangan termasuk undang-undang politik, tidak boleh dirancang untuk 
menghadirkan pengecualian-pengecualian atau keistimewaan. Peraturan 
perundang-undangan harus berlaku universal dan bahwa semua orang 
berkedudukan sama di mata hukum (Lon Fuller, 1964:11). Hal ini tentu 
tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 5 tahun 2016 
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tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
menyatakan pada satu sisi tidak memperbolehkan terpidana untuk 
menjadi calon kepala daerah dalam frasa “tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap” namun di sisi lain memperbolehkan terpidana 
untuk ikut dalam pencalonan melalui frasa “terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang 
menjalani pidana tidak di dalam penjara.”. Pasal a quo berdiri sendiri 
dan bukan alternatif seperti halnya Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 
Tahun 2016. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 5 
tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
juga merupakan cacat hukum yang bertentangan satu dengan yang 
lainnya, sebab berdasarkan Pasal a quo  tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang jelas dan bersifat multitafsir.  
c. Berdasarkan aspek politik, kesepakatan DPR supaya terpidana percobaan 
boleh menjadi calon kepala daerah ini akan berpotensi dapat mencederai 
demokrasi masyarakat lokal karena tidak mampu menggeser calon-calon 
yang berpotensi melakukan kejahatan serta melakukakn pelanggaran 
hukum dalam kompetisi pilkada. Seharusnya peraturan perundang-
undangan seperti misalnya Peraturan KPU, dirancang untuk dapat 
menyokong lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang semakin 
berkualitas pada setiap periode pilkada, tanpa cacat pada catatan hukum  
sebagai terpidana dalam kasus apapun termasuk dalam kasus pidana 
kealpaan. Sekecil apapun tindak pidana yang dilakukan oleh calon kepala 
daerah dapat membuka peluang bagi kesalahan yang lebih besar terutama 
ketika sang calon terpilih dan menjadi pemimpin di suatu daerah (Koran 
Sindo, 21 September 2016) 
d. Penulis berpendapat bahwa diperbolehkannya terpidana percobaan 
mencalonkan diri dalam pilkada justru berpotensi memberikan peluang 
bagi hadirnya pemimpin-pemimpin yang kurang berkualitas dan justru 
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menurunkan semangat demokrasi masyarakat dalam menggunakan hak 
pilihnya dalam pilkada. Terpidana percobaan terpilih juga berpotensi 
untuk mengganggu stabilitas politik lokal. Secara aspek moral, pemimpin 
yang diharapkan masyarakat adalah pemimpin yang dapat memberikan 
contoh serta menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat di 
daerahnya. Padahal sistem masyarakat kita masih mempercayai patron 
moral yang ditiru oleh masyarakat daerah. Secara moralitas, pemimpin 
yang memiliki riwayat cacat moral sejak pada fase pemilihan dapat 
dipastikan akan gagal dalam memimpin karena telah kehilangan 
legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat luas. Sebagai contoh baik 
yang seharusnya juga kita terapkan dari politik negara demokrasi modern 
lainnya byang mana mereka selalu membuat kesepakatan bahwa 
pemimpin tak boleh tersandera oleh permasalahan apapun dari masa 
lampau dan memiliki catatan baik sebagai warga negara. Untuk 
mewujudkan Indonesia yang bersih, demokratis, sejahtera dan 
berkeadilan, komponen bangsa terutama pemimpin dan aparatur negara 
harus dapat bersinergi dalam melaksanakan langkah-langkah yang dapat 
mengantarkan tegaknya pilar demokrasi, tegaknya hukum, tegaknya 
stabilitas keamanan dan pertahanan negara yang mampu mendorong agar 
segera terwujudnya cita-cita membangun Indonesia menjadi negara yang 
maju dan bermartabat. 
 
 
3. Kasus pencalonan kepala daerah terpidana percobaan pada Pilkada 
Gorontalo 
Lolosnya Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah yang berstatus  
terpidana percobaan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 lalu dapat 
dikatakan tidak lepas dari pengaruh DPR dan Pemerintah dalam mengatur 
payung hukum Undang-Undang Pilkada. Sebab DPR dan Pemerintah ikut 
berperan dalam mengatur Peraturan KPU yang bersifat teknis. KPU 
merupakan lembaga yang seharusnya bersifat independen dan non-partisan. 
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Namun demikian Peraturan KPU itu sendiri sudah pasti berlandaskan pada 
Undang-Undang Pilkada yang  sedang berlaku. Sehingga independensi KPU 
tidak dapat diartikan secara mentah-mentah bahwa KPU harus berdiri 
sendiri dan mempunyai keputusan sendiri.  
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , dalam 
penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g mengatakan frase “mantan terpidana” lah 
yang justru mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri dan dapat 
dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah sepanjang 
melakukan pengakuan dan/atau pernyataan diri pada publik bahwa dirinya 
pernah menjadi narapidana dan telah menjalani jeda lima tahun, 
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan uji materi atau  Judicial 
Review oleh MK terhadap UU No. 8 Tahun 2015 (Putusan MK No. 
42/PUU-XII/2015). 
Calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana harus 
mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana 
adalah supaya masyarakat sebagai pemilih dapat mengetahui rekam jejaknya 
sebelum menjadi pemimpin. Adapun maksud kenapa seorang calon harus 
mengumumkan kepada publik bahwa dirinya seorang mantan terpidana 
adalah supaya pemilih dapat memilih calon yang benar-benar berintegritas. 
Meskipun demikian, Negara tetap memberikan hak-hak sipil dan politik 
kepada mantan terpidana. Kemudian alasan lain bahwa seseorang yang telah 
menjalani pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan harus diterima dan 
diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam masyarakat. 
Demikian pula dalam putusan uji materi Mahkmah Konstitusi pada 
tahun 2009 dan 2007 terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada, MK telah 
mengecualikan yang dilarang menjadi pejabat publik adalah mantan 
terpidana culpa levis dan terpidana kasus ideologi politik, bukan yang 
sedang menjalani pidana percobaan seperti pada kasus Ruslie Habibie. 
Sebab secara logika hukum terpidana percobaan dalam kejahatan apapun 
termasuk yang ringan dan tanpa sengaja (culpa levis) merupakan 
narapidana, bukan mantan narapidana. Sehingga terdapat kemungkinan 
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bahwa argumentasi dalam kesepakatan DPR tersebut adalah argumentasi 
politik, yang dilandasi kepentingan politik, bukan merupakan argumentasi 
hukum. 
Seseorang yang menjalani pidana percobaan dan belum selesai masa 
percobaannya, serta belum terdapat jeda waktu maka tetaplah seorang 
terpidana yang bersagkutan tidak memenuhi syarat menjadi calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Seseorang yang dijatuhi 
hukuman masa percobaan bukanlah orang yang bebas dari persoalan hukum. 
Ia masih terikat atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat seketika 
menjadi  narapidana yag menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, 
yang membedakan hanyalah tempat menjalani hukumannya saja. Perlu 
ditekankan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa definisi terpidana adalah 
“seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Permohonan yang diajukan oleh Rusli Habibie kepada MK supaya 
tetap dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah ini tentu 
menyalahi dan melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut. 
Berdasarkan permohonan itu sangat mungkin jika dikemudian hari terdapat 
beberapa kalangan yang mempertanyakan legitimasi dari Rusli Habibie 
yang merupakan Gubernur Gorontalo periode 2012 hingga 2017.  
Habibie Rusli menganggap bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 
Tahun 2016 bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusionalmya 
sebab melarang terpidana percobaan untuk mencalonkan diri. Apabila 
mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Np. 10 Tahun 2016, Rusli 
Habibie memang tidak memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri. 
Telah jelas dalam Undang-Undang a quo bahwa tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap atau bagi mantan terpidana mengemukakan kepada publik 
bahwa ia adalah seorang mantan terpidana. Sehingga seorang terpidana 
85 
 
 
 
percobaan masih berstatus sebagai terpidana meskipun dijalani di luar 
Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga harus ditafsir bahwa status terpidana 
percobaan baru kemudian berubah sebagai mantan terpidana ketika habis 
tempo masa pidana percobaannya. Dapat dilihat dari kronologi waktu 
Habibie Rusli mengajukan permohonan ke MK tertanggal 10 Agustus 2016, 
sedangkan Mahkamah Agung memutus perkara kasasi Habibie Ruslie 
tertanggal 16 Agustus 2016 dengan putusan kasasi penjara 1 tahun, dengan 
masa percobaan 2 tahun , dan Putusan MK 71/PUU-XIV/2016 ini 
diputuskan dengan pleno terbuka tertanggal 19 Juli 2017. Seharusnya 
Habibie Rusli menyelesaikan pidananya 1 tahun, masa percobaan 2 tahun 
dengan demikian barulah ia dapat memenuhi syarat sebagai calon kepala 
daerah dengan menyatakan bahwa dirinya adalah mantan terpidana. 
Larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah sebenarnya 
tidak berlaku mutlak pada pasal tersebut. Sebab dalam pasal itu juga 
terdapat frasa “...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana”. Dengan frasa tersebut secara otomatis posisi kemutlakan syarat 
tidak pernah menjadi terpidana pun hilang. Dalam arti banyak yang berhak 
menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah terpidana 
saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana dan/atau mantan 
terpidana. 
Sebetulnya aturan tersebut ada untuk memperjelas bahwa calon kepala 
daerah adalah seseorang yang harus memiliki rekam jejak yang baik dan 
bukan sebaliknya. Salah satu tolak ukurnya adalah apakah yang 
bersangkutan pernah diputus bersalah atau tidak oleh pengadilan karena 
melakukan tindak pidana. Bahkan di negara terbelakang sekalipun, tentu 
masyarakatnya akan mununtukt agar orang yang menduduki jabatan publik 
adalah orang yang bersih dari catatan kejahatan dan pelanggaran moral 
serius. Sehingga apabila frasa “tidak pernah sebagai terpidana” diberlakukan 
sebagai syarat mutlak, itupun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa 
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seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki riwayat cacat 
dalam catatan kelakuan baik selama menjadi warga negara. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebenarnya masih sangat 
toleran dalam frasa “tidak pernah sebagai terpidana” sebab ketentuan 
tersebut tidak lagi berlaku mutlak. Frasa tersebut masih diiringi dengan frasa 
lainnya sebagai alternatif, yaitu frasa “atau bagi mantan terpidana telah 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan adalah mantan narapidana” (Fachri Fachrudin, 2016.  
“Aturan Mantan Narapidana Maju di Pilkada Dinilai Tak Batasi Hak untuk 
Dipilih”, http://nasional.kompas.com Diakses 1 November 2018). 
 
4. Perspektif Kualitas Pilkada yang Demokratis 
Pilkada merupakan salah satu proses bagaimana untuk mendapatkan 
pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan 
pemerintahan yang bersih. Pemerintahan bersih yang hendak diwujudkan 
adalah praktek penyelenggaraan pemerintahan yang secara melembaga 
tercegah dan terjaga dari sentuhan hati, keinginan, serta kehendak untuk 
menguntukngkan diri sendiri, keluarga, kelompok, dan golongan tertentu. 
Dengan kata lain negara kita membutuhkan pemimpin berintegritas yang 
dalam prakteknya dapat menjauhkan penyelenggaraan pemerintahan dari 
segala macam bentuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 
Pemerintahan bersih berarti mengutamakan kepentingan rakyat dibanding 
dengan kepentingan individu, kelompok, dan golongan tertentu terutama 
dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dilandasi dengan 
jiwa dan semangat sebagai pengabdi rakyat, bukan penguasa (Arbi Sanit, 
1997:178) 
Pemilukada dalam perspektif pemilu diperlukan sebagai salah satu 
mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu rakyat tidak 
hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan 
negara, tapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara 
pada pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian sama halnya dengan 
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Pilkada yaitu untuk memilih seorang kepala daerah yang telah 
mengkampanyekan programnya dan bila terpilih akan merealisasikan 
program yang dijanjikan kepada para pemilihnya. 
Tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya 
pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu 
mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi 
bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu yang demikianlah yang 
kehilangan ruh demokrasi (Gaffar, 2011:45). 
Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil rakyat yang bersedia dan 
mampu memberikan pelayanan kepada penguasa dan rakyat secara 
seimbang (Arbi Sanit, 1997:179). Dari perspektif tujuan pemilu itu maka 
dapat dikatakan bahwa tujuan pilkada yaitu terpilihnya kepala daerah yang 
sesuai dengan pilihan rakyat dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat 
daerah. Dengan kedaulatan di tangan rakyat, maka Pemilu dengan 
sendirinya berfungsi untuk menghasilkan wakil rakyat berkualitas yang 
terikat pada kepentingan rakyat yang sudah memilih mereka (bukan 
kepentingan politik). 
Penyelenggaran pilkada yang berkualitas dapat menghasilkan 
terpilihnya para pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan 
rakyat daerah. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan pilkada masih 
belum berkualitas dan masih banyak kelemahan.Berdasarkan siaran pers 
Firman Noor selaku Kepala Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) dinyatakan bahwa Pemilukada serentak yang dimulai sejak 
tahun 2015 di 370 daerah di Indonesia masih menunjukkan berbagai 
masalah terkait : 
a) Kapasitas dan kualitas bakal calon; 
b) Popularitas dan elektabilitas bakal calon; 
c) Proses kaderisasi di partai politik; dan 
d) Biaya politik yang tinggi. 
Semuanya itu berdampak pada korupsi dan terhambatnya terwujudnya 
tata kelola pemerintahan yang baik. Pilkada langsung harusnya dapat 
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merefleksikan kedua inti dari demokrasi itu sendiri (kompetisi dan 
partisipasi). Pemilukada seharusnya mengontestasikan kualitas atau 
kompetensi calon, bukan hanya faktor popularitas dan memiliki modal besar 
saja (Lyr, 2017, “Kualitas Pilkada Serentak Tentukan Masa Depan 
Indonesia”, http://www.lipi.go.id.  Diakses pada tanggal 10 Oktober 
2018). 
Terdapat beberapa parameter untuk menilai bahwa pilkada itu 
berkualitas atau tidak. Menurut Arbi Sanit (1997:168), Perkembangan 
Pemilu diukur berdasarkan tujuan hakiki, tujuan operasional, dan prosesnya. 
Artinya peningkatan kualitas pemilu dinilai menurut tingkat kedekatan 
tujuan dan prosesnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu 
berkualitas tidaknya pilkada tergantung dari tujuan hakiki, tujuan 
operasional, dan proses pilkada itu sendiri. 
Setiap warga negara akan mempercayakan kepentingannya kepada 
wakil-wakil yang telah dipilihnya melalui pemilihan umum. Itulah makna 
demokrasi, sehingga ketika kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi 
kekuasaan semakin berkurang, maka disitulah demokrasi mulai diciderai. 
Demokrasi memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara kita demi menciptakan hubungan yang harmonis antara 
warga negara dan pemerintah, ketertiban dan ketenteraman bersama, serta 
berkembangnya kreativitas untuk menciptakan kebudayaan yang baik. 
Demokrasi yang pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat, kini telah bergeser menjadi dari rakyat, oleh 
penguasa, dan untuk pengusaha. Rakyat kini justru kehilangan hak-hak 
dasarnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai pemegang 
kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak terhenti hanya dalam bilik 
suara. Lebih dari itu, dalam setiap tahapan kehidupan bernegara dalam skala 
apapun, rakyat memiliki hak dan juga kewajiban untuk berpartisipasi. 
Dinamika kehidupan demokrasi secara esensial terletak dalam pertisipasi 
yang lebih luas dan menyeluruh. 
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Demokrasi memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip 
yang dianut. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal 
antara lain : 
a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik 
Terdapat dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara yaitu teori 
elitis dan partisipator. Pendekatan elitis adalah pembuatan kebijakan 
umum namun menuntukt adanya kualitas tanggapan pihak penguasa dan 
kaum elit, hal ini dapat kita liat pada demokrasi perwakilan. Pendekatan 
partisipatori adalah pembuatan kebijakan umum yang menuntukt adanya 
keterlibatan yang lebih tinggi. 
b. Persamaan di antara warga negara 
Tingkat persamaan yang ditunjukkan biasanya yaitu dibidang politik 
hukum, kesempatan ekonomi sosial dan hak kebebasan dan kemerdekaan 
yang diakui dan digunakan oleh warga negara. 
c. Supremasi Hukum 
Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh enguasa 
maupun rakyat, tidak terdapat kewenangan-kewenangan yang biasa 
dilakukan atas nama hukum yang berpihak kepada keadilan. 
d. Pemilu berkala 
Pemilihan umum, selain mekanisme sebagai menentukan komposisi 
pemerintahan secara periodik, sesungguhnya merupakan sarana utama 
bagi partisipasi politik individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, 
kompleks, dan modern. 
Aplikasi dari teori tersebut dapat ditemui dalam kehidupan bernegara 
saat ini di Indonesia. Serangkaian pemilihan langsung telah mengubah 
wajah Indonesia secara tidak langsung. Meskipun banyak terjadi fenomena 
kisruh dimana-mana, setidaknya proses pemilihan pimpinan eksekutif di 
tingkat daerah juga telah mencerminkan usaha-usaha mewujudkan 
demokrasi yang baik. 
Kisruh dalam pilkada di Indonesia saat ini seakan menjadi menu 
harian. Setiap media lokal maupun nasional tidak pernah absen dari berita 
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terkait kericuhan dalam setiap tahapan pilkada. Dari mulai proses 
pendaftaran calon kepala daerah, kampanye, pemungutan suara hingga 
pemungutan hasil, selalu saja dibayangi peluang akan adanya kerusuhan 
horizontal antar massa pendukung di tengah-tengah masyarakat dan perang 
gerilya di antara kaum elit. 
Pilkada yang diharapkan menjadi salah satu langkah konkrit menuju 
demokrasi berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan dan unjuk kekuatan 
semata. Akhirnya masyarakat kembali menjadi korban, sebab 
penyelewengan demokrasi tentu akan melahirkan pemimpin yang tidak 
amanah, hanya karena berburu kekuasaan semata, tentu saja disertai dengan 
motif ekonomi yang akan muncul bersamaan dengan hadirnya kekuasaan 
(Nopyandri,2011:16). 
Dibutuhkan usaha yang keras untuk memperbaiki keadaan, tentunya 
dengan di dukung oleh adanya partisipasi aktif seluruh golongan, misalnya 
seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahasiswa, pers, dan sebagainya, 
sebagai tanggungjawab moral untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. 
Beberapa hal dapat diperjuangkan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Salah satunya dengan memperkuat kesadaran masyarakat tentang demokrasi 
kerakyatan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan politik 
secara berkelanjutan atau continue dan secara terus menerus serta meluas 
dengan harapan kesadaran untuk tegaknya demokrasi akan tumbuh, dan 
bahwa demokrasi tidak dapat dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, 
namun sarana untuk menjaga amanah kesejahteraan rakyat. 
Hal lain yang dapat dilakukan misalnya dengan mengoptimalisasikan 
peranan pers sebagai penggalang opini, sebab pers merupakan salah satu 
pilar bagi perwujudan demokrasi. Oleh karena itu, pers perlu untuk 
senantiasa kritis dan menjaga perannya sebagai kekuatan penyeimbang. 
Selain itu, calon-calon hakim kita di masa depan perlu berlatih untuk 
membantu menegakkan hukum seadil-adilnya. Sebab segala peraturan yang 
dibentuk tanpa disertai dengan penegakan hukum yang baik akan berjalan 
sia-sia. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Argumentasi hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
71/PUU-XIV/2016 antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Mahkamah berpendapat bahwa terhadap norma yang memuat 
pembatasan serupa, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam 
putusan-putusan sebelumnya yakni pada Putusan Nomor 14-17/PUU-
V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 , dan Putusan Nomor 42/PUU-
XIII/2015.; 
b. Mahkamah berpendapat bahwa terhadap isu konstitusionalitas,  
sepanjang berkait dengan gagasan negara hukum, oleh karena dalil 
pemohon sangat sumir dan tidak secara jelas atau spesifik menunjuk 
substansi apa atau mana dalam gagasan negara hukum dimaksud yang 
dijadikan landasan argumentasi maka Mahkamahpun menjadi tidak 
mungkin memberi pertimbangan secara spesifik guna menjawab dalil 
demikian. Namun, jika dimaksud pemohon bahwa dalil demikian 
ditempatkan dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD NRI 1945 maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam 
pembuktian konstitusionalitas norma Undang-Undang a quo yang 
berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) NRI UUD 1945 
dengan sendirinya telah menjawab persoalan ada tidaknya pertentangan 
dengan gagasan negara hukum dalam UUD NRI 1945 yang hendak 
melindungi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; 
c. Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada 
berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon gubernur, khususnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Dalam 
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hal ini sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Mahkamah 
berpendapat bahwa meskipun kedua norma Undang-Undang ini 
mengatur kondisi yang berbeda namun ada kaitannya. Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU Pilkada adalah mengatur syarat mengenai seseorang yang 
hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, 
calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota, 
sedangkan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah mengatur tentang calon 
gubernur dan/atau wakil gubernur yang telah terpilih sebagai kepala 
daerah. Kondisi diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah 
bahwa seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan/atau wakil 
gubernur (yang artinya telah melewati ketentuan persyaratan, termasuk 
syarat pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang 
konstitusionalitasnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah) namun 
ternyata pada saat dilantik dijatuhi pidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pokok pembahasan telah beberapa kali diajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi sehingga menurut penulis pemohon terus berusaha 
untuk mencari celah hukum dalam UU Pilkada yang dinilai berpotensi dapat 
bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 jika terdapat pengecualian-pengecualian di dalamnya, 
sehingga sangat perlu untuk dilakukan Judicial Review demi mewujudkan 
pemilu yang demokratis serta menciptakan pemimpin-pemimpin yang 
bermoralitas serta berintegritas tinggi. 
2. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016  
adalah sebagai berikut : 
a. Pasal 7 ayat (2) huruf g terkait pencalonan kepala daerah mantan 
terpidana dinilai dapat mencederai demokrasi masyarakat lokal karena 
tidak mampu menggeser calon-calon yang berpotensi melakukan 
kejahatan serta melakukan pelanggaran hukum dalam kompetisi pilkada. 
Seharusnya peraturan perundang-undangan dirancang untuk dapat 
menyokong lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang semakin 
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berkualitas pada setiap periode pilkada, tanpa cacat pada catatan 
hukumnya. 
b. Menimbulkan adanya pengecualian (pelanggaran terhadap prinsip The 
Morality of Law) terhadap pencalonan kepala daerah terpidana percobaan 
Rusli Habibie yang tidak mencerminkan kepastian hukum serta tidak 
sesuai dengan logika hukum modern dan equality before the law. Hal 
tersebut dianggap mampu mencederai demokrasi dan tidak berkeadilan. 
c. Timbulnya kesepakatan yang dibuat DPR berdasarkan Putusan Nomor 
71/PUU-XIV/2016 terkait ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU 
Nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah yang dinilai masyarakat justru berpotensi menurunkan 
kualitas pilkada serta calon-calon kepala daerah yang dihasilkan dalam 
kompetensi pilkada ini. 
d. Diperbolehkannya terpidana percobaan mencalonkan diri dalam pilkada 
justru berpotensi memberikan peluang bagi hadirnya pemimpin-
pemimpin yang kurang berkualitas dan justru menurunkan semangat 
demokrasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. 
Terpidana percobaan terpilih juga berpotensi untuk mengganggu 
stabilitas politik lokal. Secara aspek moral, pemimpin yang diharapkan 
masyarakat adalah pemimpin yang dapat memberikan contoh serta 
menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat di daerahnya. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memiliki 
saran untuk beberapa pihak diantaranya : 
1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam 
mendukung terwujudnya demokrasi dalam Pemilu khususnys Pilkada, 
diharapkan dapat lebih menggali dan melakukan penemuan hukum yang 
lebih baik berdasarkan rasa kemanfaatan, keadilan, serta kepastian bagi 
seluruh warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat 
menafsirkan konstitusi dengan memahami nilai moral dalam masyarakat 
(the moral constitution) serta memberikan putusan yang benar-benar 
memperhatikan peranan perilaku masyarakat dalam hukum. 
2. DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang seharusnya dapat 
memberikan frasa penjelasan yang lebih jelas mengenai substansi norma 
terkait pasal yang diulas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
71/PUU-XIV/2016 tentang frasa “....karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih” ,sehingga tidak 
menimbulkan pertentangan antara bunyi pasal dan penjelasan. Hal paling 
penting yang sangat diharapkan dan perlu untuk diperhatikan oleh pembuat 
undang-undang adalah bahwa hukum tidak boleh dirancang untuk 
menghadirkan pengecualian atau keistimewaan tertentu, harus dibuat dan 
berlaku secara universal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinilai 
telah menciptakan pengecualian-pengecualian sehingga sebaiknya perlu 
untuk dievaluasi kembali pembentukan perundang-undangan tersebut. 
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